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                        Kata pengantar 
 
 
Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Village menyediakan lebih 
banyak ruang dan otoritas ke desa untuk lebih mandiri. Setelah pembentukan UU Desa, setiap 
desa di Indonesia sekarang diharapkan dapat mengelola dan mengembangkan potensi yang 
mereka miliki. Sebagai unit dari komunitas hukum, UU Desa posisi desa sebagai organisasi 
hybrid antara masyarakat pemerintahan sendiri dengan diri-pemerintah daerah. Peraturan ini 
membuat pemerintahan desa yang berbeda dari penyelenggaraan pemerintahan lainnya. Oleh 
karena itu, menarik untuk mengetahui dan melihat praktik terbaik dari pelaksanaan UU. 
 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menangkap praktik yang 
baik terjadi sebelum dan setelah ratifikasi UU Desa, sehingga hasilnya dapat 
direkomendasikan untuk para pembuat kebijakan untuk mengembangkan / memperbaiki 
kebijakan. Di sisi lain, penelitian ini telah diamati fakta lapangan tentang topik isu desa, 
termasuk: (a) pemerintahan desa; (B) Badan Usaha Milik Desa; (C) aset desa dan keuangan; 
(D) warga aktif; (E) desa adat. 
 
Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah dan desa, serta warga desa 
di wilayah penelitian yang telah membantu kami dengan memberikan informasi tentang 
pelaksanaan UU Desa dan ide-ide mereka untuk memperbaikinya. Kami juga ingin 
mengucapkan terima kasih MAVC dan IDS yang telah mendukung kami dalam melakukan 
penelitian ini. 
 
Tim Peneliti 
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                              BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1. LATAR BELAKANG 
Berbagai upaya memajukan dan mensejahterakan desa telah dilakukan banyak pihak 
dan sampai pada titik kulminasi pencapaian dengan diundangkannya UU No. 06 
Tahun 2014 tentang Desa yang dinilai sebagai kebijakan paling progresif sepanjang 
sejarah perjuangan desa. Kebijakan dimaksud diantaranya terkait dengan Dana Desa 
sebagaimana disebut di dalam UU Desa pasal 72 yang menyatakan bahwa kini 
terdapat begitu banyak sumber keuangan desa dengan aturan alokasi yang cukup 
menjanjikan. Sumber dana dimaksud adalah pendapatan asli desa (hasil usaha, hasil 
aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa), 
APBN, hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota (paling sedikit 10%), 
alokasi dana Desa (bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota 
dengan besaran minimal 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus), bantuan 
keuangan dari APBD Provinsi dan Daerah (Kabupaten/Kota), hibah dan sumbangan 
yang tidak mengikat dari pihak ketiga, serta pendapatan lain-lain desa yang sah.  
Ini merupakan capaian sangat progresif. Pemberian dana untuk desa dari pusat 
misalnya, selama ini tidak pernah ada. Besarannya pun tidak main-main. Jika 
dikalkulasi, tiap desa setidaknya mendapat sekitar Rp700 juta per tahun. Begitu pula 
dengan dana untuk desa sebesar 10% yang bersumber dari dana perimbangan yang 
diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dana 
dimaksud bukan hanya dana yang di transfer ke daerah. Dengan besaran dana 
keseluruhan mencapai Rp104,6 triliun, jika dibagi sekitar 72.000 desa, maka total 
dana yang diterima tiap desa mencapai angka Rp1,4 miliar per tahun per desa.
1
 
Bandingkan dengan kewenangan desa sebagaimana diatur di dalam UU No. 32/2004 
pasal 206, yang tidak secara spesifik memberi perhatian kepada kewenangan desa 
karena hanya menyebut bahwa kewenangan desa merupakan bagian dari urusan 
pemerintah yang didistribusikan menjadi kewenangan desa.  
Untuk kewenangan berdasarkan hak asal usul desa, hak dimaksud adalah hak yang 
merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat 
desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat; sedangkan kewenangan 
lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan 
oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakasa masyarakat Desa 
seperti membuat tambatan perahu, pasar desa, saluran irigasi dan sanitasi lingkungan, 
dan lain-lain; sementara kewenangan melakukan tugas pembantuan baik dari 
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 
meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, 
                                                 
1 Disampaikan oleh Wakil Ketua Pansus RUU Desa, Budiman Sudjatmiko, dalam sebuah wawancara paska 
pengesahan UU Desa. 
Http://m.news.viva.co.id/news/read/467392-uu-desa--miliaran-rupiah-tiap-tahun-untuk-desa. Di akses tanggal 
20 Mei 2016  
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pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Yang menarik, 
untuk pelaksanaan semua tugas tersebut, sepenuhnya menjadi urusan desa (pasal 
20-21) dan disertai biaya (pasal 22 ayat 2).  
Penguatan demokrasi di level desa juga merupakan kebijakan penting lainnya yang 
menjadikan UU desa dinilai memberi harapan bagi masa depan desa yang lebih baik 
termasuk dalam konteks proses demokratisasi. Diantaranya terkait dengan penguatan 
fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang kini diberi wewenang penuh melakukan 
pengawasan kinerja Kepala Desa, selain ikut terlibat dalam pembahasan dan 
penyepakatan Rancangan Peraturan Desa dan menampung serta menyalurkan aspirasi 
masyarakat Desa, serta adanya musyawarah desa sebagai wadah bagi keterlibatan 
politik warga desa yang lebih nyata.  
1.2. POKOK-POKOK PERMASALAHAN 
Kewenangan kerap dinilai sebagai salah satu unsur penting dalam upaya mendorong 
perubahan, termasuk di desa. Ketertinggalan desa misalnya, kerap dianggap sebagai 
akibat minimnya kewenangan desa, sehingga langkah efektif untuk memajukan desa 
dinilai harus dimulai dari sana, yaitu dengan mendorong penguatan kewenangan desa.  
Meski kewenangan merupakan faktor penting, berbagai praktek reform menunjukkan 
bahwa kewenangan semata tidaklah cukup mengingat kewenangan baru bersifat 
potential power. Merujuk praktek reform di Kota Solo misalnya,  kewenangan baru 
dapat berbuah perubahan (actual power) ketika bertemu dengan sejumlah faktor lain, 
seperti kemampuan aktor membangun hubungan dengan multi aktor (Bulan, 2013), 
kemampuan aktor untuk menghasilkan gagasan reform, yaitu apa yang disebut 
Giddens (1984) sebagai kapabiliti to make different, keberanian, dan motivation to 
action. Dalam buku bertajuk Bound to Lead: The Changing Nature of American 
Power (1990), Joseph Nee menyebut seluruh hal tersebut dengan istilah soft power, 
yang menurut Nee sama diperlukan guna memaksimalkan hard power Kebenaran 
hipotesis itu juga dapat dilihat kondisi factual praktek pengelolaan kekuasaan di 
daerah, yaitu bahwa meski tiap kepala daerah memiliki kewenangan sama, namun 
tidak semua berbuah reform. 
Terkait hal itu, menarik untuk mendapatkan gambaran mengenai praktek pengelolaan 
kekuasaan di desa paska diberlakukannya UU Desa. Apakah kewenangan “baru” yang 
kini dilekatkan kepada desa dan kepala desa serta kepada BPD sebagai institusi politik 
desa berpengaruh pada dinamika praktek berdesa dan demokratisasi desa? Apakah 
kewenangan baru tersebut mampu mendorong pembangunan desa menjadi lebih 
progresif dan bahkan memunculkan praktek-praktek baik (best/good practices)?  Jika 
ya, apa yang menjadi faktor penyebab? Apakah semata karena pemberian 
kewenangan dan anggaran bagi desa sebagaimana diamanatkan UU Desa ataukah 
terdapat faktor-faktor lain? 
Berangkat dari pertanyaan-pertanyaan kritis tersebut selanjutnya dirumuskan problem 
statement studi ini, yaitu: Identifikasi praktek berdesa (utamanya praktek baik di 
desa/good practices) paska implementasi UU Desa dalam lima isu strategis yang 
didalami, yaitu tata kelola pemerintahan desa, keuangan dan aset desa, active citizen, 
desa adat, dan BUMDes; dan faktor-faktor yang mempengaruhi (push factor dan pull 
factor).  
Sedangkan pertanyaan penelitian studi ini adalah:  
1. Bagaimana dinamika praktek berdesa paska implementasi UU UU No. 6/2014 
 9 
terutama pada lima isu strategis yang didalami? Apa perkembangan positif yang 
muncul dan apa pula permasalahan-permasalahan krusial yang ditemukan? 
Bagaimana desa dan masyarakat desa merespon perubahan-perubahan tersebut? 
2. Apakah terdapat praktek-praktek baik di desa dan bagaimana praktek baik tersebut 
dapat berlangsung? Apa faktor-faktor yang mempengaruhi (push factor dan pull 
factor)? 
 
1.3. TUJUAN 
Tujuan studi ini dibedakan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. 
1. Tujuan umum studi adalah mendapatkan gambaran umum mengenai praktek 
berdesa paska implementasi UU Desa. 
2. Tujuan khusus studi ini adalah untuk:  
a. Mendapat gambaran komprehensif, detail, dan aktual mengenai 
kompleksitas permasalahan dalam implementasi UU No. 6/2014 utamanya 
dalam lima isu strategis yang di dalami, yaitu tata kelola pemerintahan 
desa, BUMDES, Keuangan dan aset desa, active citizen, serta desa adat.  
b. Mendapat gambaran komprehensif, detail, dan aktual mengenai praktek 
baik di desa dan menemu-kenali faktor-faktor yang mempengaruhi (push 
factor dan pull factor).   
c. Mendapat input bagi penyusunan rekomendasi penyempurnaan kebijakan 
desa (UU No. 6/2014) dan penguatan implementasi kebijakan, khususnya 
dalam isu tata kelola pemerintahan desa, BUM Desa, Keuangan dan aset 
desa, active citizen, serta desa adat. 
 
1.4. MANFAAT PENELITIAN 
Manfaat studi ini terdiri dari manfaat teoretis dan manfaat praktis, yaitu sebagai 
berikut: 
1. Manfaat teoritis: Menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan reform 
(agensi) di desa dalam mempengaruhi struktur, khususnya dalam konteks 
implementasi UU Desa oleh para aktor desa.  
2. Manfaat praktis: 
a. Menjadi input bagi penyusunan rekomendasi pengisian kekosongan/gap 
regulasi UU Desa No. 6/2014, penetapan arah penguatan intervensi, dan 
penguatan kebijakan operasional implementasi UU Desa. 
b. Memberi sumbangan pengetahuan bagi para penggiat desa dalam 
memahami isu-isu desa secara lebih komprehensif, detail, dan aktual; yang 
berguna bagi peningkatan kinerja advokasi pendampingan dan penguatan desa 
dimasa datang. 
1.5 KETERBATASAN PENELITIAN 
 
Studi hanya dilakukan di tujuh desa (yang tentu saja tidak merepresentasikan 
keseluruhan kategorisasi desa yang ada) dan dengan waktu penelitian yang relatif 
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terbatas (dua hingga tiga pekan). Dengan keterbatasan ini hasil studi tidak dapat 
dijadikan justifikasi sebagai gambaran praktek berdesa secara keseluruhan. 
 
 
1.6. DEFINISI KONSEPTUAL DAN KERANGKA PEMIKIRAN 
1. Definisi Konseptual 
 
Terdapat sejumlah konsep yang di dalami dalam studi ini yang dieksplore melalui 
isu-isu strategis yang dipilih, yaitu: Tata Kelola Pemerintahan Desa, BUMDES 
dan Keuangan Desa, Active Citizenship dan Desa Adat. Dengan melihat praktik 
baik  (good practices) 
Merujuk Giddens (1984), praktek baik yang dimaksud dalam studi ini adalah 
semua indikasi tindakan kepala desa (agensi atau tindakan reform aktor), baik 
berupa kebijakan maupun program atau kegiatan, yang keluar dari mainstream 
atau kelaziman (capability to make different) dan atau yang dikerjakan dengan 
cara-cara tidak lazim (bukan sebagai business as usual) yang berkontribusi pada 
upaya memajukan desa. Disebut good practices dan bukan best practices karena 
tindakan reform yang didalami tidak mesti sudah mewujud menjadi praktek 
reform yang sudah mendapat justifikasi, akan tetapi juga tindakan-tindakan 
reform yang masih dalam tahap awal atau persemaian, yaitu baru sampai pada 
tahap formulasi, atau baru sebatas adanya indikasikan kemungkinan munculnya 
perubahan (perbaikan) bagi desa.   
2. Kerangka Pemikiran 
 
Sebagaimana disebutkan dalam latar-belakang, melalui kebijakan desa yang 
baru, desa kini mendapat “energi” tambahan berupa anggaran (resources) dan 
kewenangan (power) sehingga upaya mendorong perubahan di desa ke arah 
yang lebih progresif menjadi lebih mungkin dilakukan. Keduanya memang 
merupakan sumber kekuatan penting, terutama power, sebagaimana diungkap 
Giddens dalam salah satu proposisinya dalam teori strukturasi (1984). Dalam 
proposisinya (proposisi 3) Giddens mengatakan, agensi (tindakan reform agen) 
tidak merefer kepada adanya kesengajaan atau adanya tujuan untuk melakukan 
tindakan (the intentions people have in doing things), akan tetapi lebih kepada 
kapabilitas (capability of agen) berupa kemampuan agen untuk membuat 
perbedaan (make different).; yang hanya mungkin dilakukan jika agen memiliki 
power.  
Hal lain yang penting, Giddens juga menegaskan bahwa power baru bermakna 
jika dipadukan dengan capability of agent, yang dimaksudkannya sebagai 
kemampuan agen atau aktor untuk membuat perbedaan (kemampuan aktor 
untuk merumuskan gagasan-gagasan reform (inovasi). Karenanya ketika 
kewenangan hanya digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas rutin dan 
dilakukan dengan cara-cara biasa atau bussienes as usual, power tidak 
bermakna apa-apa dalam konteks hadirnya sebuah praktek baik (good practices), 
terlebih lagi best practices. Dalam proposisinya ia mengatakan, tindakan agen 
tidak akan memproduksi dan mereproduksi struktur (tidak menghasilkan 
praktek baik atau best practices, pen), jika individu tidak melakukan intervensi 
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terhadap tindakan tersebut. Berikut proposisi Giddens secara lengkap mengenai 
hal tersebut: 
Proposisi 3: Agensi tidak merefer kepada adanya kesengajaan atau adanya 
tujuan untuk melakukan tindakan (the intentions people have in doing things), 
akan tetapi lebih kepada kapabilitas (capability of agen) membuat perbedaan 
(make different) dan karena itu tindakan agen terkait dengan power. Tindakan 
agen tidak akan memproduksi (dan mereproduksi) struktur jika individu tidak 
melakukan intervensi terhadap tindakan tersebut. (Giddens, 1984:9). 
Dengan memperhatikan proposisi tersebut, kewenangan sebagai sebuah 
kekuatan guna mendorong muncul dan berkembangnya praktek-praktek baik di 
desa, tidaklah dapat berdiri sendiri. Kewenangan haruslah dipadukan dengan 
kapabilitas aktor kepala desa, terutama kemampuannya untuk memproduksi 
gagasan-gagasan reform. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkap oleh Joseph 
Nee (1990) mengenai perlunya soft power selain kewenangan atau kekuasaan 
(hard power), yang dalam praktek dapat mewujud dalam bentuk faktor-faktor 
yang ada di dalam diri aktor (internal aktor) seperti keberanian dan capability 
agent to make different (Giddens, 1984), kemampuan membangun hubungan 
dengan multi aktor (Bulan, 2013), atau apa yang oleh Tanri Abeng Tanri Abeng 
(2012) diipopulerkan sebagai tujuh C sumber kekuatan kepemimpinan, yaitu 
clever, courageous, competent, clean, commited, carryng, dan communicative. 
Hal lain yang perlu jelaskan, meski kehadiran UU No. 6/2014 mendatangkan 
sejumlah harapan, tak dapat dipungkiri juga membawa sejumlah konsekuensi 
yang harus diterima desa. Kemampuan desa untuk mengadministrasikan proses 
pencairan keuangan serta melaporkan penggunaan keuangan misalnya, satu 
diantara kerumitan yang dikeluhkan banyak perangkat desa termasuk kepala 
desa. Selain itu penggunaan keungan yang rumit, yang jika tidak dipatuhi dapat 
menghantarkan penggunanya berurusan dengan KPK, adalah kerumitan lainnya.  
Hal ini senada dengan proposisi Giddens bahwa regulasi sebagai salah satu 
kekuatan struktural kerap memunculkan berbagai batasan- (constrain), yang 
boleh jadi menghambat aktor untuk aktor untuk bertindak termasuk untuk 
memproduksi praktek baik. Akan tetapi merujuk proposisi Giddens lainnya 
(proposisi 2), apakah batasan-batasan dalam regulasi UU Desa akan 
mempersempit ruang gerak kepala desa selaku aktor utama reform di desa 
sehingga terhambat untuk memproduksi praktek-praktek baik dalam tradisi 
berdesa, tidaklah secara otomatis terjadi. Hal itu karena dalam praktek struktur 
tidak selalu meng-constrain, akan tetapi dapat constraining dan enabling 
sekaligus. Maksudnya adalah bahwa regulasi meski memberi batasan, pada 
aktor-aktor tertentu (Giddens menyebutnya sebagai aktor yang memiliki 
hubungan dengan struktur), batasan tersebut justru mentriger dirinya untuk 
memproduksi energi positif, yang kemudian melahirkan gagasan-gagasan baru 
(ide-ide reform). 
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Gambar 1. Keberadaan Regulasi antara Constraining dengan Enabling 
Mengenai hubungan-hubungan struktural agen dimaksud, untuk konteks desa 
misalnya, dapat berupa pengetahuan yang mendalam aktor-aktor desa (kepala 
desa, BPD, tokoh masyarakat, dan lain-lain) terhadap berbagai urusan desa dan 
kompleksitas permasalahannya mengingat urusan tersebut sudah digeluti sejak 
lama. Dengan demikian tuntutan-tuntutan regulasi yang memaksa mereka 
melakukan suatu tindakan atau melarang melakukan tindakan tertentu, tidak 
akan bermakna negatif. Dari batasan-batasan tersebut bahkan dapat lahir 
gagasan baru yang jika dilaksanakan secara beketerusan dapat hadir sebagai 
praktek baik (good/best practices), sehingga harapan munculnya inovasi desa, 
tidak mungkin terkendala hanya karena kehadiran berbagai aturan.  
Tentu hal ini tidak terjadi pada sembarang aktor. Giddens menyebut hal itu 
hanya mungkin pada aktor yang memiliki power atau kekuasaan atau 
kewenangan aktor dan kemampuan aktor untuk menciptakan perbedaan 
sebagaimana telah disebutkan serta motivation of action. Sebagai contoh aktor 
yang memiliki motivasi yang kuat untuk melahirkan perubahan guna 
memajukan desa, gagasan-gagasan reformnya tidak akan terhambat hanya oleh 
kehadiran berbagai aturan (regulasi).  
Giddens juga menyebut aspek ruang dan waktu atau ketepatan momentum dan 
konteks Pada era dimana memproduksi praktek baik menjadi tren baru misalnya, 
kehadiran aneka regulasi (yang lama maupun baru) dan kerumitannya tidak 
bepengaruh banyak pada usaha-usaha aktor untuk memproduksi gagasan reform, 
mengingat tindakan yang terlalu strict pada regulasi (tindakan birokratis dan 
formalistic) tidak mendapat ruang (cenderung dinilai negatif). Begitu pula 
dengan ruang atau lokus yang tepat. Pada desa-desa dengan karakteristik 
tertentu (terbuka pada perubahan, setidaknya bersikap positif pada perubahan), 
kemungkinan praktek-praktek baik hadir menjadi lebih tinggi dan tidak 
terpengaruh (sedikit saja terpengaruh).  
Selain itu, meski regulasi memaksa aktor melakukan tindakan-tindakan tertentu 
dan atau tidak melakukan tindakan tertentu, regulasi sebagai sebuah kekuatan 
struktural tidaklah seperkasa yang dibayangkan. Giddens menyebut jangkauan 
kontrol regulasi atas agen (dialectic pf control) sebagai salah satu bukti bahwa 
regulasi itu sendiri mempunyai keterbatasan untuk dapat memaksa. Sebagai 
contoh pemerintah pusat mempunyai keterbatasan untuk dapat memantau secara 
REGULASI 
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detail pemberlakuan UU mengingat luasnya cakupan wilayah yang diawasi. 
Selain itu regulasi tidak mampu mengatur semua hal (memiliki lobehole), 
sehingga dalam praktek, selalu terdapat kekosongan regulasi, yang bagi 
aktor-aktor pro perubahan dapat digunakannya sebagai jalan masuk guna 
memungkinkan melakukan perubahan.  
Hal-hal inilah yang coba di dalami dalam studi ini, yaitu mengeksplorasi full 
factor maupun push factor kemunculan praktek-praktek sukses muncul dan 
berkembang di desa, terutama paska pemberlakuan UU Desa. Adapun gambaran 
lengkap proposisi-proposisi teori Strukturasi Giddens (1984) yang digunakan 
sebagai pisau analisis pada studi ini adalah sebagai berikut:  
Proposisi 1: Agensi tidak selalu tunduk pada struktur karena ia dapat 
meninggalkan struktur dengan mencari kesempatan dan kemungkinan keluar 
dari peraturan dan ketentuan yang ada karena adanya keterbatasan jangkauan 
kontrol rules atas agensi (dialectic of control) berupa segmental autonomy 
(otonomi berlaku pada segmen/lapisan tertentu) (Giddens, 1984;16). 
Proposisi 2: Struktur tidak meng-constrain (membatasi). Struktur constraining 
dan enabling berdasarkan hubungan yang ada antara struktur dan agen (Giddens, 
1984:205). 
Proposisi 3: Agensi tidak merefer kepada adanya kesengajaan atau adanya 
tujuan untuk melakukan tindakan (the intentions people have in doing things), 
akan tetapi lebih kepada kapabilitas (capability of agen) membuat perbedaan 
(make different) dan karena itu tindakan agen terkait dengan power. Tindakan 
agen tidak akan memproduksi (dan mereproduksi) struktur jika individu tidak 
melakukan intervensi terhadap tindakan tersebut. (Giddens, 1984:9). 
Dari uraian tersebut selanjutnya dirumuskan kerangka pemikiran studi ini, yaitu 
sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Gambar 2. Kerangka Pemikiran Studi 
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Sebagaimana dapat dilihat pada gambar, aktor kepala desa selaku agen utama perubahan di 
desa, dengan power yang dimiliki berupa kewenangan sebagai kepala desa serta kewenangan 
desa yang mengalami penguatan paska diberlakukannya kebijakan baru tentang desa serta 
bantuan dari aktor-aktor lain yang ada di desa, dan dengan dipengaruhi oleh sejumlah pull 
factor yang ada di dalam diri agen baik berupa kapabiliti agen (terutama kemampuan untuk 
make different), motivasi untuk melakukan perubahan, dan pengetahuan agen tentang desa; 
mampu merespon tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengelolaan desa. Hal itu 
ditandai dengan hadirnya praktek baik di desa yang pada tahap selanjutnya diperkirakan 
dapat membantu terwujudnya desa mandiri dan sejahtera.  
 
1.7. METODOLOGI 
1. Metode Penelitian  
Berdasarkan strategi pengumpulan data, studi yang dilakukan menggunakan 
metode penelitian STUDI KASUS mengingat hal-hal berikut: 
a. metode penelitian yang digunakan lebih banyak mengeksplore pertanyaan 
penelitian berkenaan dengan how atau why yaitu bagaimana kompleksitas 
permasalahan dalam implementasi kebijakan desa (utamanya UU No. 6/2014) 
serta menemukenali faktor utama yang menjadi penyebab dan bagaimana 
proses yang berlangsung di desa sehingga implementasi kebijakan desa dapat 
berbuah praktek-praktek baik berikut faktor-faktor yang mempengaruhi.  
b. peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa 
yang akan diselidiki yaitu kompleksitas problematika dalam implementasi 
kebijakan desa khususnya UU No. 6/2014 yang melahirkan praktek-praktek 
reform (inovasi); 
c. fokus penelitian terletak pada fenomena kontemporer dalam kehidupan nyata, 
yaitu implementasi kebijakan desa oleh para pelaku ditingkat desa yang 
melahirkan praktks baik selain memunculkan sejumlah problematika. 
Sedangkan berdasarkan jumlah kasus yang diteliti, studi masuk dalam kategori 
Studi Multi Kasus, yaitu mendalami kasus melalui lima cluster isu yang dipilih 
untuk memperoleh gambaran lengkap kompleksitas permasalahan implementasi 
kebijakan desa (sebagai social practice), khususnya kebijakan UU Desa, serta 
menemu-kenali praktek suskes dalam implementasi kebijakan tersebut. Kasus 
dimaksud adalah: (1) Tata Kelola Pemerintahan Desa, (2) Keuangan dan Aset 
Desa, (3) BUMDes, (4) Desa Adat, dan (5) Active Citizen. 
Berdasarkan ukuran kasus (bounded case), studi difokuskan untuk meneliti 
institusi/organisasi yaitu institusi sosial, politik, dan sosial desa, individu (kepala 
desa, tokoh sosial dan politik desa, pelaku ekonomi, dan lain-lain), serta seluruh 
aktivitas yang melibatkan institusi maupun aktor individual yang terlibat. 
Sedangkan entitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah institusi politik, 
ekonomi, serta sosial desa dan masyarakat desa secara umum. 
2. Jenis dan Sumber Data: 
a. Sumber data: sumber data utama penelitian ini sebagaimana penelitian 
kualitatif umumnya adalah kata-kata dan tindakan sementara data selebihnya 
seperti dokumen lebih merupakan data tambahan (Lofland dan Lofland, 
1984:47). Hasil wawancara (in-depth interview), pengamatan, dan FGD akan 
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dijadikan sebagai sumber data utama dan karenanya akan direkam, dibuat 
transkrip, serta dibuat catatan khusus. Hasil wawancara dan FGD dicatatkan di 
dalam form hasil wawancara dan FGD, sementara catatan pengamatan 
terhadap situasi dan kondisi lapangan dituliskan di dalam log-book atau 
catatan harian peneliti.  
b. Sedangkan jenis data dapat dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. 
Data primer berupa data yang diperoleh melalui wawancara, FGD, dan 
pengamatan yang dihimpun baik terhadap perkataan dan tindakan aktor dalam 
kasus yang diteliti; sedangkan data sekunder berupa sumber tertulis seperti 
koran, dokumen, foto, dan data statistik. 
 
3. Lokasi Penelitian dan justifikasi pemilihan desa 
a. Terkait dengan setting tempat, studi dilakukan di 7 desa yang berada di tiga 
kabupaten dari tiga Provinsi. Lokus studi dibedakan menjadi 3 desa sebagai 
lokus utama (satu desa ditiap kabupaten) dan 4 desa sebagai lokus 
pendamping.  
b. Lokus (Desa) utama, pemilihan ditetapkan berdasarkan dua pertimbangan 
metodologis, yaitu:  a) Ketersediaan informasi mengenai lima isu strategis 
yang didalami, dan b) Ketersediaan informasi mengenai good practices 
mengenai isu di lokasi tersebut.   
Karena hal itu desa yang dipilih adalah desa terbaik dalam lomba desa yang 
diselenggarakan (Desa Panggungharjo, Sewon, Kab. Kampung Brumbung Baru, 
Kec. Dayun, Kab. Siak) atau karena adanya praktek baik desa yang telah diakui 
keberadaannya (Desa Pejengkolan, Kab. Kebumen).  
Sedangkan untuk lokus desa pendamping dipilih dengan pertimbangan untuk 
memperkaya data isu yang dihimpun pada desa utama dan atau isu secara 
keseluruhan. Pengamatan pada desa pendamping bersifat terbatas, yaitu hanya 
pada isu yang ditetapkan untuk diamati dan terbatas pada penggunaan metodologi 
pengumpulan data, yaitu tidak menggunakan seluruh metode pengumpulan data. 
Tabel 1. Penetapan Desa dan Isu yang Didalami 
 
 
NO Nama Desa Isu Yang Didalami Keterangan 
1 Desa 
Panggungharjo, 
Kec. Sewon, 
Kab. Bantul 
Seluruh isu Lokus Utama.  
Alasan pemilihan: Desa terbaik pertama 
Nasional  2014.  
Metode pengumpulan data: seluruh metode 
pengumpulan data dilakukan.  
2 Desa 
Tirtonirmolo, 
Kec. 
Kasihan,Bantul 
BUMDes  Lokus pendamping.  
Alasan pemilihan: prestasi pengelolaan 
BUMDES (modal awal  pada tahun 1990 
hanya 1 juta dan bantuan stimulan 10 juta, 
namun saat ini omset sudah mencapai Rp. 8,7 
M) 
Metode pengumpulan data: Indepth, observasi, 
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4. Analisis dan Validas Data 
Strategi umum analisis data dilakukan dengan mendasarkan pada proposisi yang 
yang telah ditetapkan untuk digunakan. Untuk melihat problematika dan praktek 
inovasi di desa digunakan proposisi pertama dan kedua, yaitu bahwa kekuatan 
struktural memiliki keterbatasan jangkauan dan bahwa kekuatan struktural tidak 
meng-constrain (membatasi) mengingat struktur dapat constraining dan enabling 
berdasarkan hubungan yang ada antara struktur dan agen (Giddens, 1984:205). 
dan pengumpulan dokumen. 
3 Desa Tualang, 
Kec. Tualang, 
Kab. Siak 
Seluruh isu, terutama 
BUMDes 
Lokus Utama 
Alasan pemilihan:  desa teraman (2012), 
desa yang mampu menyelenggarakan POR 
Desa, prestasi dalam pengelolaan BUMDes (2 
tahun total aset per 31 Desember 2014 
mencapai Rp 685.567.303). 
Metode  pengumpulan data: seluruh metode 
pengumpulan data. 
4 Kampung 
Berumbung 
Baru, Dayun, 
Kab. Siak 
Seluruh isu, kecuali 
BUMDes 
Lokus Pendamping 
Alasan pemilihan: Juara desa 2015 Nasional. 
Metode pengumpulan data: seluruh metode 
pengumpulan data dilakukan, kecuali FGD 
ekonomi.  Pertanyaan-pertanyaan tentang 
ekonomi desa sebagaimana tercantumm dalam 
FGD ekonomi, diajukan dalam bentuk indepth 
interview. 
5 Kab Siak Desa Adat Lokus Pendamping  
Alasan pemilihan: rekomendasi majelis 
adat….. 
Metode pengumpulan data: masih menunggu 
konfirmasi. 
6 Desa 
Pejengkolan 
Kec. Padureso, 
Kab. Kebumen 
Seluruh isu, utamanya 
tata kelola 
pemerintahan daerah.  
Lokus Utama 
Alasan pemilihan:  best practices pada isu 
tata kelola pemerintahan daerah.  
Metode Pengumpulan data: seluruh metode 
pengumpulan data digunakan kecuali FGD 
ekonomi. Pertanyaan-pertanyaan tentang 
ekonomi desa sebagaimana tercantumm dalam 
FGD ekonomi, diajukan dalam bentuk indepth 
interview. 
7 Desa 
Petanahan, 
Kec. 
Petanahan, 
Kab. Kebumen 
Isu BUMDes. Lokus pendamping,  
Alasan pemilihan:  desa dengan BUMDes 
yang baru tumbuh, untuk melihat 
problematika. 
Metode pengumpulan data: Indepth, 
observasi, dan pengumpulan dokumen. 
 17 
Sedangkan untuk menemukan faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya 
tindakan agensi (enabling) atau tindakan inovatif aktor desa digunakan proposisi 
ketiga, yaitu mengenai karakteristik aktor pembuat perubahan. Selain akan diuji 
keberlakuan proposisi teoretis dalam isu yang di dalami dan lokus studi, juga 
akan dieksplor faktor-faktor lain yang belum disebutkan di dalam proposisi teori 
strukturasi Giddens. Dari analisis terhadap faktor-faktor penyeab dan pendorong 
tersebut diharapkan dapat dirumuskan tipologi tindakan agensi, secara spesifik 
tindakan rreform aktor desa dalam konteks implementasi kebijakan desa. 
Selain itu juga dilakukan analisis data dengan teknik yang lebih spesifik, yaitu: 
Analisis dan penyajian data melalui tahapan managing, reading and memorizing, 
describing, classifying, interpreting, dan representing and visualizing (Creswell 
(2007). Manajemen data dilakukan dengan mengorganisasikan data baik berupa 
rekaman maupun transkrip hasil wawancara guna mencermati secara seksama 
kata-kata, konteks, dan konsistensi data yang diperoleh untuk menemukan big 
ideas (Krueger, 1998), yang dilakukan dengan merekam, menyimpan, menuliskan 
dalam log-book atau catatan harian peneliti, dan field note (laporan lapangan). 
Setelah itu penulis melakukan pengkategorisasian terhadap data yang dihimpun, 
untuk kemudian ditafsirkan dengan menghubungkannya dengan tujuan, output, 
dan outcome penelitian. 
Sedangkan strategi validasi data dilakukan dengan melakukan pemeriksaan 
keabsahan data dengan teknik triangulasi.  Adapun jenis triangulasi yang 
digunakan adalah triangulation of measures (Newman, 1999:124-125), yaitu 
membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan informasi yang 
diperoleh melalui waktu dan alat ukur yang berbeda dengan cara membandingkan 
data hasil pengamatan, hasil wawancara, dan FGD; membandingkan apa yang 
dikatakan di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi; 
membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan 
apa yang dikatakan sepanjang waktu; membandingkan keadaan dan perspektif 
seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat umum; 
membandingkan hasil wawancara dengan dokumen; dan membandingkan hasil 
wawancara, FGD, dan pengamatan dengan isi media tentang hal tersebut. 
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BAB II 
ANALISA HASIL TEMUAN LAPANGAN 
 
 
2.1. TATAKELOLA PEMERINTAHAN 
 
Berbeda dengan pengaturan sebelumnya, UU No. 6/2014 (UU Desa) mengkonstruksi 
Desa sebagai komunitas yang memiliki kewenangan untuk mengatur urusannya sendiri 
berdasarkan fungsi self-governing community. Berdasarkan konsep ini maka 
penyelenggaraan pemerintah di tingkat desa dilakukan secara mandiri dan demokratis 
oleh komunitas Desa. Konstruksi ini terlihat dari beberapa norma dalam UU Desa yang 
mengatur tentang: 1) pemilihan kepala desa secara langsung oleh masyarakat desa; 2) 
keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga keterwakilan 
masyarakat desa; 3) keberadaan musyawarah desa (Musdes) sebagai forum artikulasi 
warga desa dalam turut merumuskan kebijakan desa; 4) afirmasi terhadap warga desa 
untuk turut mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa; dan 5) pengaturan tentang 
kewajiban kepala desa untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan 
desa kepada BPD dan masyarakat desa serta memberikan informasi kepada masyarakat 
terkait dengan tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan desa, melaksanakan 
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat 
desa. Merujuk pada proses pembahasan UU Desa, muncul juga wacana untuk 
mendorong penyelenggaraan pemerintahan Desa yang modern, yaitu profesional, 
efesien dan efektif, terbuka dan bertanggungjawab, meskipun di sisi lain tetap 
memelihara sistem nilai lokal.
2
  
 
Dalam studi yang dilakukan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa di 
enam desa di tiga kabupaten, ditemukan data bahwa pada umumnya Desa telah 
menjalankan prosedur demokrasi sebagaimana diatur dalam UU Desa terkait dengan 
fungsi self-governing community sebagaimana dimaksud di atas. Paparan lengkap 
tentang bagaimana seluruh prosedur demokrasi tersebut telah diuraikan secara detil 
pada bagian temuan hasil. Pada bagian ini akan dipaparkan bagaimana proses 
demokrasi desa tersebut juga melibatkan peran serta pemerintah kabupaten. 
Keterlibatan peran kabupaten ini sebagai konsekuensi dari konstruksi UU Desa yang 
selain mengatur desa untuk menjalankan fungsi self-governing community juga 
menempatkan desa dalam bingkai local self government.
3
 Merujuk pada konstruksi ini 
maka selain diselenggarakan sendiri oleh komunitas desa, demokrasi desa dalam 
penyelenggaraan pemerintahan desa juga harus tetap dipandang sebagai bagian dari 
susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah.  
                                                 
2  Seperti disampaikan oleh perwakilan fraksi PPP dalam rapat Pansus UU Desa, sebagaimana dikutip 
Muhammad Yasin, dkk., dalam “Anotasi UU No. 6/2014 tentang Desa” (Jakarta: PATTIRO, 2015). 
3 Terkait dengan konstruksi hibrid antara fungsi self-governing community dan local self government, lihat 
bagian Penjelasan UU No. 6/2014. Bito Wikantosa, salah seorang yang turut mengawal pembahasan UU Desa, 
dalam diskusi internal di PATTIRO pada 7 Mei 2015 menjelaskan, hibriditas tersebut ditandai dengan 
pencantuman pasal 18B ayat 2 dan pasal 18 ayat 7 UUD 1945 sebagai dasar konstitusi UU Desa.  
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Tantangan Mewujudkan Demokrasi Desa 
Terkait dengan demokrasi desa sendiri Hans Antlov dan Sutoro Eko
4
 secara implisit 
mengingatkan bahwa penguatan demokrasi desa dimaksudkan untuk mendorong 
akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa melalui proses pengawasan dan 
keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, sehingga prioritas 
kebutuhan masyarakat dapat diakomodir dalam proses pembangunan yang dijalankan. 
Dengan demikian jelas, bahwa demokrasi desa menempatkan masyarakat desa sebagai 
subyek dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Jika demokrasi desa 
dipahami dalam konteks ini maka perwujudan demokrasi desa dapat saja menjadi 
tantangan tersendiri, mengingat selama ini desa masih berada dalam nuansa 
patrimonialisme politik yang cukup kuat.  
 
Mengacu pada konsep Max Weber, patrimonialisme merujuk pada bentuk pemerintahan 
tradisional yang dijalankan berdasarkan aturan yang ditetapkan dalam bingkai 
kepemimpinan kekeluargaan. Otoritas pengaturannya bersifat sangat 
personal-kekeluargaan dan mekanisme pemerintahan yang dijalankan tergantung pada 
mekanisme yang diterapkan dalam sistem kekeluargaan tersebut. Berkebalikan dengan 
konsep patrimonialisme, menurut Weber, pemerintahan yang modern dilandaskan pada 
aturan yang berbasiskan pada birokrasi legal-rasional, yaitu birokrasi yang bukan saja 
mengedepankan individu tetapi juga mengacu pada prosedur yang dirumuskan bersama 
dalam suatu organisasi sehingga dapat memisahkan mana yang privat atau pribadi dan 
mana yang official atau resmi.
5
  
 
Patrimonilaisme dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa ditunjukkan oleh 
Jacqueline A.C. Vel pada saat memaparkan dinamika politik lokal di Sumba, Nusa 
Tenggara Timur.
 6
 Patrimonialisme sebagaimana ditunjukkan oleh Vel merupakan jenis 
pemerintahan yang dicirikan dengan adanya para pemimpin yang kuat, dimana 
kekuatan mereka bergantung pada posisi atribut kebudayaan secara spesifik -termasuk 
di dalamnya adalah pemahaman lokal terhadap konsep kekuasaan-, agama tradisional, 
dan keterikatan dengan para leluhur. Kepemimpinan patrimonial tergantung secara 
penuh kepada dukungan klien, dan sistemnya distabilkan melalui tatanan normatif yang 
melegitimasi kepemimpinan mereka serta melalui penunjukkan para pembantunya, juga 
melalui batas yang jelas antara patron dan klien. Pada era kolonial, para pemimpin 
patrimonial ini diberikan keluasaan untuk menjalankan otoritas mereka di tingkat lokal. 
Setelah kemerdekaan, ketika secara nasional telah diterapkan aturan yang mengikat 
mereka, para pemimpin patrimonial mulai mencari jalan bagaimana mereka terkoneksi 
dengan pemerintah pusat, untuk mempertahankan kekuasaannya tersebut. Semenjak itu 
hubungan patron-klien dalam kepemimpinan patrimonialisme tidak hanya terjadi antara 
masyarakat dengan pemimpin lokalnya, tetapi juga antara pemerintah lokal dengan 
pemerintah pusat. Penjelasan Vel memang hanya kasus spesifik Sumba, namun karakter 
patrimonialisme sebagaimana dipaparkan di atas dapat diambil sebagai sampel atas 
gambaran secara umum. Selain Vel, Hans Antlov juga menengarai bahwa 
                                                 
4 Hans Antlov dan Sutoro Eko, “Village and Sub-District Functions in Decentralized Indonesia.”  (Paper, 
2012) 
5 Lihat Julia Adams,”The Rule of the Father: Patriarchy and Patrimonialism in Early Modern Europe” dalam 
“Max Weber’s Economy and Society: A Critical Companion”, karya Charles Camic, Philip S. Gorski, dan David 
M. Trubek (editor) (Stanford, California: Standford University Press, 2005). 
6  Jacqueline A.C. Vel, “Uma Politics: An Ethnography of Democratization in West Sumba, Indonesia, 
1986-2006” (Leiden: KITLV Press, 2008).  
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patrimonaliasme desa cukup kuat pada saat Orde Baru, terutama hubungan patronase 
pemerintah desa kepada pemerintah pusat.
 7
 Kuatnya patronase ini karena pemerintah 
Orde Baru memiliki kepentingan untuk menjadikan desa sebagai ajang mobilisasi 
politik. Menurut Antlov, bangunan patronase politik Orde Baru atas desa dilakukan 
dengan menggunakan Golkar dan tentara Angkatan Darat sebagai alatnya. Birokrasi ala 
Orde Baru di desa kemudian diterapkan secara mentah-mentah pada level birokrasi 
pemerintahan desa. Sebagaimana Orde Baru yang sangat ketat mengontrol rakyatnya, 
pemerintah desa juga memberlakukan hal yang sama saat berhadapan dengan 
warganya.  
 
Kuatnya konsep pembangunan pada era Orde Baru yang sangat materialistik telah 
menggeser konsep tentang patrimonialisme yang semula bersandar kepada kekuatan 
tradisional bergeser pada sandaran materi. Dengan adanya pergeseran konsep tersebut,  
maka sandaran material menjadi penting dalam hubungan antara patron dengan klien; 
dimana pada akhirnya hanya patron yang sukses meraih keuntungan material yang akan 
terus bertahan menjadi pemimpin.
8
 Dalam konteks inilah kemudian para kepala desa di 
era Orde Baru cerdik dalam mengakali bantuan pembangunan dari pemerintah pusat 
untuk memperkaya dirinya sendiri.  
 
Saat Orde Baru runtuh pada 1998, era kepemimpinan secara sentralistik berakhir. 
Kepemimpinan di era reformasi kemudian dijalankan dengan mengedepankan konsep 
desentralisasi, dimana daerah diberikan kewenangan yang luas melalui otonomi untuk 
mengelola pemerintahannya sendiri. Hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan 
tatapemerintahan daerah dalam bingkai desentralisasi ini diatur oleh UU No. 22/1999 
yang kemudian digantikan dengan UU No. 32/2004. Pengaturan tentang desa masuk 
dalam lingkup UU tentang pemerintah daerah tersebut, tidak diatur dalam UU tersendiri. 
Pengaturan tentang desa yang dimasukkan dalam UU tentang pemerintah daerah 
tersebut kemudian berkonsekuensi pada diposisikannya desa di bawah pemerintahan 
daerah. Mengacu pada UU No. 32/2004, otonomi hanya berhenti di kabupaten/kota. 
Dengan demikian pengaturan lebih jauh tentang desa dilakukan oleh kabupaten/kota, 
dimana kewenangan Desa adalah kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan kepada 
Desa.
9
 Mengacu pada hal ini maka pada dasarnya kepemimpinan reformasi hanya 
menggeser patronase politik desa yang semula banyak berpatron kepada pemerintah 
pusat menjadi berpatron kepada pemerintah kabupaten/kota.  
 
UU Desa diterbitkan dalam rangka untuk mengevaluasi praktik-praktik pengaturan 
tentang desa di bawah UU No. 32/2004. Dengan demikian semangat yang 
dikedepankan oleh UU Desa adalah agar Desa memiliki kewenangan yang relatif penuh 
untuk mengatur urusannya sendiri tanpa ada campur tangan secara berlebihan dari 
pemerintah kabupaten/kota, meskipun pada kenyataannya UU Desa masih saja 
memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten yang dibingkai dalam konsep 
local self government. Pengaturan tentang pemberian kewenangan pemerintah 
kabupaten/kota dalam urusan desa terasa pada norma-norma yang mengatur antara lain 
tentang peran bupati/walikota dalam mengesahkan dan menetapkan serta 
memberhentikan kepala desa dan anggota BPD; kewajiban kepala desa untuk 
                                                 
7 Hans Antlov, “Negara dalam Desa: Patronase Kepemimpinan Lokal”, edisi terjemahan oleh Pujo Semedi 
(Yogyakarta: LAPPERA, 2002) 
8 Vel, “Uma Politics”, hal. 8. 
9 Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
Departemen Dalam Negeri, “Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Desa” (Jakarta, 2007) 
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mengkonsultasikan kepada camat sebagai wakil bupati/walikota sebelum mengangkat 
perangkat desa; peran bupati/walikota melakukan evaluasi terhadap rancangan 
peraturan desa sebelum disahkan; kewajiban kepala desa untuk melaporkan 
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/walikota; serta peran 
bupati/walikota sebagai pihak yang berwenang menyelesaikan sengketa dalam proses 
pemilihan kepala desa (pilkades). Dengan model pengaturan semacam itu, apakah 
kemudian UU Desa dapat dikatakan sebagai struktur yang mendukung bagi 
terselenggaranya demokrasi desa yang sesungguhnya, yakni demokrasi desa yang 
dijalankan oleh komunitas desa, demokrasi desa yang mementingkan masyarakat desa 
ketimbang pemerintah kabupaten/kota? Dengan demikian apakah implementasi UU 
Desa dapat mengubah desa menjadi demokratis setelah sekian lama terkungkung dalam 
praktik patrimonialisme politik? Analisis terhadap temuan penelitian tentang 
penyelenggaraan pemerintahan desa di enam desa di tiga kabupaten akan dibingkai oleh 
pertanyaan-pertanyaan ini.  
    
Demokrasi Desa dalam Bingkai Self Governing Community dan Local Self 
Government 
 
Untuk melihat demokrasi desa yang relatif nyata, analisis ini akan diawali dengan 
pemaparan tentang praktik pemilihan kepala desa yang dijalankan di enam desa. Dalam 
proses Pilkades, sebagai pihak yang diberikan kewenangan, Desa melalui BPD telah 
membentuk panitia, dimana panitia tersebut telah melakukan berbagai prosedur 
Pilkades sebagaimana diatur oleh UU Desa. Dapat dikatakan bahwa panitia Pilkades 
telah menjalankannya secara piawai, mulai dari penjaringan calon, pendataan daftar 
pemilih, pelaksanaan pemilihan, hingga penghitungan suara. Namun demikian, 
kepiawaian tersebut tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten, baik dalam bentuk 
peraturan daerah kabupaten maupun keterlibatan secara langsung. Perda kabupaten 
memainkan peran penting, karena dengan Perda panitia memiliki panduan operasional 
dalam pelaksanaan pilkades, misalnya dalam hal persyaratan calon serta tahapan tes 
untuk penjaringannya. Selain dalam bentuk Perda, keterlibatan kabupaten juga 
dilakukan secara langsung, terutama jika muncul masalah yang dihadapi oleh panitia. 
Sebagai contoh, panitia pilkades Berumbung perlu untuk berkonsultasi dengan pihak 
kecamatan dan BPMD Kabupaten saat harus menganulir calon yang dianggap tidak 
memenuhi salah satu persyaratan. Panitia pilkades desa Tualang juga harus 
berkonsultasi dengan kecamatan ketika harus memaksa kehadiran saksi salah satu calon 
pada saat penghitungan suara. Selain sebagai tempat berkonsultasi, kecamatan juga 
menjadi sumber informasi bagi panitia tentang tahapan tes yang diselenggarakan di 
kabupaten.  
 
UU Desa mengkonstruksi Pilkades sebagai rezim pemerintah daerah, sehingga wajar 
jika peran pemerintah kabupaten begitu kuat. Kuatnya rezim pemerintah daerah dalam 
proses Pilkades tercermin dalam beberapa pasal yang mengatur tentang pemilihan 
kepala desa, terutama pasal 37 ayat (6) yang menyatakan bahwa proses penyelesaian 
sengketa pilkades diselesaikan oleh bupati/walikota. Merujuk pada ketentuan ini pula 
maka proses pengawasan terhadap pilkades juga menjadi ranah pemerintah kabupaten. 
Pada praktiknya, panitia pengawas pilkades dibentuk oleh kecamatan, sehingga segala 
hal yang terkait dengan pengaduan pelanggaran akan ditampung oleh tim ini sebagai 
representasi dari pemerintah kabupaten, dan berdasarkan tim inilah kemudian nantinya 
bupati menyelesaiakan terjadinya proses sengketa pilkades. Data pada penelitian ini 
tidak menemukan adanya sengketa dalam pilkades, meskipun ada indikasi politik uang.  
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Mengacu pada konsep strukturasi Giddens sebagaimana diuraikan pada Bab I, pada 
dasarnya UU dapat dianggap sebagai struktur. Terkait dengan hal ini Mukunda 
Lamsal
10
 menjelaskan bahwa struktur dapat berupa seperangkat aturan yang 
dengannya dapat menjadi penghalang bagi tindakan manusia, meskipun ia diciptakan 
oleh manusia sendiri sebagai sesuatu yang diterima dalam kehidupan sosial masyarakat. 
Menurut Lamsal, Giddens merekomendasikan bahwa struktur secara universal berlaku 
tetap, meskipun dapat diubah terutama oleh akibat dari tindakan yang tidak disengaja; 
misalnya ketika orang sudah tidak lagi memperhatikan norma sosial, menggantinya, 
atau mereproduksinya menjadi suatu cara yang berbeda. Merujuk pada konsep 
strukturasi Giddens dan praktik penyelenggaraan Pilkades pada riset ini, kami pada 
suatu pendapat bahwa UU Desa dianggap sebagai struktur yang tidak menghalangi 
(constrain), tetapi justru menjadi struktur yang mendukung (enabling). Para agen, 
dalam hal ini panitia pilkades merasa nyaman dengan norma yang diatur dalam UU 
Desa, termasuk norma yang memberikan kewenangan kepada pemerintah bupati untuk 
berperan aktif dalam proses tersebut. Tidak ada suatu tindakan apapun dari panitia 
pilkades di luar dari apa yang diatur oleh UU Desa maupun Perda tentang Pilkades. 
Karena tidak ada tindakan tersebut maka dapat dipastikan tidak ada akibat yang 
ditimbulkan, terlebih sampai mengubah struktur yang ada. Seluruh tindakan panitia 
mengacu UU Desa dan perda, serta melibatkan kabupaten (dan kecamatan) sebagai 
pihak yang merepresentasikan perda tersebut.  
 
Mengacu pada konsep di awal bahwa demokrasi desa pada dasarnya adalah perwujudan 
peran masyarakat secara aktif, dalam kasus Pilkades, peran tersebut masih kurang 
terlihat kecuali pada keterlibatan kepanitiaan. Kepanitiaan di bawah BPD telah 
mengasumsikan bahwa pilkades berada di bawah kewenangan masyarakat desa. Namun 
jika melihat praktiknya bahwa hampir keseluruhan proses masih banyak tergantung ada 
perda dan keterlibatan langsung kabupaten maupun kecamatan, menunjukkan bahwa 
peran masyarakat desa masih belum terlalu kuat di situ. Terlebih UU Desa juga tidak 
memberikan peluang bagi warga desa untuk terlibat dalam proses pengawasan Pilkades, 
karena pengawasan sepenuhnya tergantung pada kabupaten. Hal ini belum lagi ada 
beberapa seleksi dan persyaratan yang masih diselenggarakan oleh kabupaten. Di Siak 
misalnya, Bupati menerapkan aturan agar seluruh kandidat dalam Pilkades mampu 
membaca Al Quran.  
  
Terkait dengan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi selain dalam pilkades, 
UU UU Desa juga memberikan hak kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan 
terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa serta diberikan kesempatan untuk 
mengikuti musdes untuk menyampaikan aspirasinya. Secara umum bentuk pengawasan 
ini belum terlihat. Laporan pertanggungjwaban kepala desa yang semestinya juga 
disampaikan kepada masyarakat, dalam studi yang kami lakukan belum cukup terlihat. 
Laporan pertanggungjawaban hanya disampaikan kepada bupati dan BPD. Dalam hal 
musdes, karena memang aturannya hanya memperkenankan unsur perwakilan, tidak 
semua warga dapat mengikutinya. Namun demikian kesempatan warga dalam 
musyawarah sudah disediakan oleh pemerintah desa melalui perhelatan rutin sesuai 
dengan adat atau tradisi. Ada juga desa yang memanfaatkan rapat forum rapat tahunan 
anggota koperasi desa untuk mengumpulkan. Dalam forum yang lebih besar tersebut 
biasanya kepala desa menyampaikan agenda-agenda pembangunannya dan memberikan 
                                                 
10 Mukunda Lamsal, “The Structuration Approach of Anthony Giddens” dalam Himalayan Journal of Sociology 
& Anthropology-Vol. V (2012).  
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kesempatan warga untuk memberikan umpan balik.  
    
Selain keterlibatan masyarakat, unsur lain yang penting yang menandai demokrasi desa 
adalah adanya BPD. Mengacu proses pembahasan UU Desa
11
, BPD disebut-sebut 
sebagai lembaga yang memiliki peran untuk menjalankan fungsi check and balances 
terhadap pemerintah desa. BPD menurut UU Desa berfungsi untuk menampung dan 
menyalurkan aspirasi masyarakat desa, mengawasi kinerja kepala desa dan membahas 
serta menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Terkait dengan 
fungsinya ini maka BPD juga menjadi kunci bagi terselenggaranya penyelenggaraan 
pemerintahan desa yang baik. Keberadaan BPD dapat menjadi kontrol bagi kepala desa 
dalam menjalankan pemerintahan desa. UU Desa mengatur bahwa anggota BPD 
merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang 
pengisiannya dilakukan secara demokratis.  
 
Dari segi pengisian keanggotaannya, BPD telah cukup dapat dilihat sebagai 
representasi dari wakil warga pada tiap wilayah atau dukuh, meskipun tidak dipilih oleh 
seluruh warga tetapi hanya perwakilan saja tiap RT-nya. Namun dalam hal menjalankan 
peran, BPD terlihat masih kurang optimal. Selain perannya sebaai penyelenggara 
Pilkades, peran BPD yang lain dalam konteks penyelenggaraan pemerintah desa yang 
demokratis masih belum terlihat. Dalam hal menampung aspirasi warga, peran BPD 
masih belum terlihat secara jelas. Ini dapat dilihat misalnya dalam beberapa kasus, 
warga desa lebih cenderung menyampaikan aspirasinya kepada orang yang dianggap 
dekat dengan kepala desa, dengan harapan bahwa orang tersebut akan 
menyampaikannya kepada kepala desa. Ada juga warga yang mengadukan aspirasinya 
kepada RT atau RW. Di Panggungharjo, justru aspirasi warga disampaikan kepada para 
penarik sampah yang mendatangi rumah penduduk tiap pagi. Para penarik sampah yang 
bekerja untuk BUMDes pengolahan sampah tersebut memang sengaja ditugaskan oleh 
Pemerintah Desa untuk menjalankan peran sebagai wakil desa untuk menampung 
aspirasi dan masalah warga. Menurut kepala desa Panggungharjo, melalui mekanisme 
semacam ini pemerintah desa pernah mengatasi masalah warga yang terjerat rentenir.  
  
Demikian juga dalam menjalankan perannya sebagai pengawas pemerintah desa, BPD 
juga masih belum terlihat kinerjanya. Laporan pertanggungjawaban yang diserahkan 
oleh kepala desa hampir tidak pernah dibahas secara serius. Hampir tidak pernah 
ditemui BPD memberikan catatan terhadap laporan tersebut. Laporan 
pertanggungjawaban kepada bupati cenderung dianggap penting ketimbang kepada 
BPD, karena menganggap laporan kepada bupati akan berimplikasi pada persetujuan 
untuk pencairan dana desa berikutnya. Dari data yang ada terungkap bahwa hubungan 
antara BPD dan Pemdes cenderung harmonis, tidak ada suatu wacana kritis yang 
dikedepankan oleh BPD dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa. Kantor 
BPD juga biasanya berada di kantor pemerintah desa. Memang pernah diakui oleh BPD 
sendiri bahwa pihaknya melakukan pengawasan, namun yang dalam hal ini 
pengawasan yang dilakukan adalah dengan melakukan pengecekan terhadap proses 
pengerjaan pembangunan fisik, bukan pengawasan yang bersifat komprehensif terkait 
dengan spesifikasi material dengan dokumen perencanaan misalnya. Kalaupun ini dapat 
disebut sebagai menjalankan peran pengawasan, pengawasan yang dilakukan masih 
terbilang kurang substantif.  
 
                                                 
11 Muhammad Yasin, dkk., “Anotasi UU Desa.” 
 25 
Dalam perannya sebagai pembahas Perdes, sebagian besar BPD juga kurang 
menjalankannya dengan baik. Kasus di Tualang misalnya, saat Pemdesnya sudah siap 
membahas. Sebagian besar desa yang diteliti masih kurang produktif dalam 
memproduksi perdes, selain perdes wajib yaitu RPJMDes, APBDes dan RKPDes. 
Sedangkan perda-perda lain masih belum maksimal keberadaannya.  
 
Terkait dengan kurang optimalnya peran BPD ini ada hubungannya dengan kapasitas 
BPD yang kurang optimal. Secara kelembgaan, BPD cenderung kurang dijalankan 
dengan baik. Sebagai contoh, ada desa yang salah satu anggota BPD-nya tidak aktif 
hingga enam bulan, tidak ada tindakan apa-apa untuk mengatasi masalah tersebut. Di 
desa lain, BPD yang aktif hanya ketuanya saja.  
 
Dalam kasus yang lain, misalnya dalam hal menangkap rekomendasi, pemerintah desa 
cenderung lebih banyak meminta rekomendasi kepada pemerintah kabupaten daripada 
kepada BPD. Kasus kepala desa berumbung pada saat hendak membangun gedung 
pertemuan dari dana ADD, agar tidak terkena aturan tender harus diturunkan dananya 
di bawah Rp 200 juta, harus konsultasi dengan BPMD. Pembangunan dijalankan 
setelah mendapatkan rekomendasi dari BPMD, sedangkan BPD yang mestinya 
menjalankan peran kontrol pemerinahan desa tidak dimintakan rekomendasi.  
 
Mengacu pada data umum temuan hasil riset, memang dapat dikatakan demokrasi desa 
dalam bingkai UU Desa masih terbilang kurang optimal. “Keberhasilan” desa dalam 
menjalankan Pilkades lebih dipandang karena peran yang dominan dari kabupaten. 
Namun di sisi lain, anggapan mementingkan kabuapaten daripada masyarakat dan BPD 
maupun masyarakat mengganggu proses demokrasi dalam hal pelibatan warga dan 
wakil warga desa. Dari sini tampak bahwa pemerintah desa lebih banyak tergantung 
pada kabupaten. Kurang optimalnya BPD dalam menjalankan perannya bisa 
disebabkan karena kurangnya perangkat legal yang diterbitkan oleh kabupaten, 
sehingga BPD merasa gagap dalam menjalankan peran-peran tersebut.  
 
Kinerja Pemerintah Desa 
 
Memperhatikan seluruh proses demokrasi sebagaimana dipaparkan di atas bahwa 
ternyata peran kabupaten sangat terlihat di dalamnya. Dalam kasus Pilkades, kelancaran 
proses karena didukung oleh Perda dan keterlibatan langsung kabupaten. Dalam hal 
kurang optimalnya BPD dan masyarakat juga dipengaruhi oleh pemdes yang 
menganggap penting kabupaten. Belum ada Perda yang mengatur tentang peran BPD 
dalam menjalankan peran dan fungsinya. Dari sini sampai pada suatu pemahaman 
bahwa ketiadaan peraturan perda atau keterlibatan kabupaten justru menjadi 
penghalang bagi aksi-aksi inisiatif desa. Dengan mengecualikan Panggungharjo yang 
lurahnya cukup aktif mengambil inisiatif meskipun tidak ada perda, di desa-desa yang 
lain, inisiatif tidak muncul karena tidak ada dukungan perda. Kepala desa Petanahan 
misalnya merasa tidak cukup untuk menjalankan pemerintahan desa yang hanya 
didukung oleh lima orang perangkat desa. Namun di sisi lain kepala desa tidak berani 
mengangkat sendiri perangkat desanya dengan alasan belum ada perda yang mengatur 
tentang pengangkatan perangkat desa. Padahal secara normatif pengangkatan perangkat 
desa sudah cukup diatur dengan jelas. Sehingga tanpa ada Perda pun sebenarnya 
pengangkatan perangkat desa sudah dapat dilakukan dengan mengacu pada UU Desa. 
UU Desa menyatakan bahwa pengangkatan perangkat desa menjadi kewenangan kepala 
desa. Dalam proses pengangkatan ini, kepala desa hanya harus terlebih dahulu 
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mengkonsultasikannya ke camat sebagai wakil bupati/walikota. Perangkat desa 
bertanggungjawab sepenuhnya kepada kepala desa. Jadi, meskipun pengangkatan 
perangkat desa menjadi diskresi kepala desa namun tidak berani dijalankan tanpa ada 
perda kabupaten.  
 
Ketiadaan aturan sebagai constrain juga tampak pada apa yang disampaikan oleh 
kepala desa Tualang yang menyatakan bahwa dirinya merasa terhambat inovasinya 
karena ketiadaan aturan. Menurutnya, ketiadaan aturan membuatnya tidak berani untuk 
membeli aset desa berupa tanah yang dapat disewakan untuk penanaman kebun sawit. 
Sebagaimana telah disampaikan di Bab terdahulu bahwa jika desa dapat menyewakan 
lahan seluas 10 hektar, maka desa akan mendapatkan PADes Rp 10 juta tiap bulan. 
Kalau ini berjalan, menurutnya desa tidak perlu mengandalkan APBD lagi. 
 
Self governing community sebagaimana yang telah dikonstruksi oleh UU Desa masih 
belum dipahami dan diimplemenasikan secara optimal dalam proses demokrasi desa. 
Dalam praktiknya konsep local self government masih cukup dominan. Pemahaman 
terhadap konsep ini juga ternyata terjadi dalam hal kinerja pemerintahan desa. Namun 
demikian ada inisiatif yang secara umum dilakukan oleh pemerintah desa sebagai 
semangat menjalankan fungsi self governing community. Inisiatif ini terlihat dalam 
upaya pemerintah desa menjalankan perannya sebagai mediator dalam kasus-kasus 
persengketaan di antara warga desa. Ada kemauan yang kuat dari pemerintah desa 
untuk tidak membawa sengketa antar warga ke ranah hukum, namun cenderung ingin 
diselesaikan secara mandiri di tingkat desa. Pemerintah Panggungharjo bahkan 
melembagakan peran ini dengan cara mendirikan lembaga bantuan hukum di tingkat 
desa.  
 
Terkait dengan kinerja pemerintahan desa, secara umum stakeholder di desa memahami 
bahwa tolok ukur keberhasilan kinerja diindikasikan pada berlangsungnya 
pembangunan secara fisik. Dengan demikian kinerja pemerintah desa lebih banyak 
terfokus pada pembangunan fisik, antara lain pembangunan gedung pertemuan, 
pengerasan jalan, semenisasi selokan, dsb. Pembangunan ekonomi warga desa yang 
antara lain dilakukan dengan pendirian BUMDes, meskipun sudah dilakukan tetapi 
terkesan belum dijalankan secara maksimal. Belum dijumpai pengelolaan BUMDes 
secara pasti dan belum ada skema yang diterapkan untuk meningkatkan profit BUMDes 
sehingga dapat meningkatkan ekonomi warga.  
 
Namun di luar itu, secara spesifik pemerintah desa Panggungharjo telah menunjukkan 
upaya untuk menjalankan pembangunan di luar pembangunan fisik. Beberapa hal yang 
dijalankan oleh Pemdes panggungharjo antara lain menerapkan program satu rumah 
satu sarjana. Melalui program ini, Pemdes memberikan beasiswa kepada warga desa 
yang kurang mampu sehingga dapat menyelesaikan pendidikannya hingga jenjang 
sarjana. Dukungan pembiayaan warga diwujudkan dalam skema asuransi, dimana 
preminya menjadi tanggungjawab Pemdes untuk membayarnya. Uang asuransi 
nantinya dapat dicairkan pada saat siswa masuk ke jenjang pendidikan berikutya.  
 
Dalam bidang kesehatan, Pemdes Panggungharjo menerapkan program Desa Bebas 
Empat Masalah Kesehatan (DB4MK), yaitu balita gizi buruk, kematian balita, kematian 
ibu melahirkan dan kasus demam berdarah dengue (DBD). Untuk mengatasi masalah 
kematian ibu hamil, Pemdes melakukan pelayanan paripurna, melalui pemberian 
pengantar kepada ibu hamil yang tidak mampu untuk dilayani secara penuh oleh rumah 
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bersalin. Untuk masalah gizi buruk, Pemdes punya program pemanfaatan lahan 
pekarangan untuk menanam sayur dan memelihara ikan.  
 
Terkait dengan perlindungan sosial, Pemdes menerapkannya sebagai jaring pengaman 
terakhir, karena jaring pengaman yang dilakukan oleh pemerintah pusat seringkali tidak 
dapat menjangkau warga karena kekacauan data. Warga yang tidak dapat dilayani oleh 
program seperti Jamkesmas maupun Jamkesda dapat diselamatkan melalui jaring 
pengaman sosial di desa.   
 
Dukungan pembiayaan untuk menjalankan seluruh program tersebut tidak sepenuhnya 
berasal dari anggaran desa, tetapi didukung juga oleh dana-dana Corporate Social 
Responsibility (CSR) perusahaan yang beroperasi di Panggungharjo. Untuk 
perlindungan sosial kesehatan, Pemdes bekerjasama dengan rumah sakit yang dikelola 
oleh BAZNAS. Pembayaran premi asuransi pendidikan separuh dibayai oleh Pemdes 
sisanya merupakan dana CSR Perusahaan Asuransi Bumiputera. Sedangkan untuk 
pelayanan kehamilan dan persalinan separuh biayanya ditanggung oleh Pemdes, 
sisanya ditanggung oleh CSR rumah-rumah bersalin.  
 
Dengan memperhatikan seluruh kinerja yang dilakukan oleh Pemdes Panggungharjo 
tampak bahwa semua itu tidak tergantung dari adanya Perda, tetapi berasal dari 
keinginan untuk menjalankan pembangunan desa. Dengan demikian ada atau tidaknya 
perda, bagi Panggungharjo bukan halangan, karena pada dasarnya desa telah diberikan 
kewenangan yang luas oleh UU Desa.   
 
Atas upayanya tersebut, Panggungharjo telah mencapai beberapa capaian. Pertama, 
berbagai saluran pengaduan yang telah disediakan oleh Pemdes justru tidak banyak 
berisi komplain warga. Menurut kepala desa minim sekali pengaduan yang terkait 
dengan kinerja Pemdes. Pengaduan yang masuk kebanyakan terkait dengan hal-hal 
yang berada di luar kewenangan Pemdes. Kedua, indeks pendidikan Panggungharjo 
dalam kurun waktu 2013-2014 jauh di atas indeks pendidikan nasional. Pada 2013, 
indeks pendidikan nasional hanya 61,7, sedangkan Panggungharjo mencapai angka 69. 
Pada 2014, indeks pendidikan nasional berada pada angka 62,9 sedangkan 
Panggungharjo mencapai angka 69,55. Ketiga, pada akhir 2015 Panggungharjo telah 
bebas dari masalah kesehatan, terutama kesehatan ibu hamil dan balita. Keempat, 
Panggungharjo meraih juara pertama lomba desa nasional pada tahun 2014 yang 
diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kelima, Panggungharjo ditetapkan sebagai 
model oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai desa yang bersih, transparan dan 
bebas korupsi. Dan kelima, Panggungharjo menjadi desa tujuan bagi Pemdes lain untuk 
studi banding tentang keberhasilan penyelenggaraan pembangunan.   
 
 
2.2. KEUANGAN DAN ASET DESA  
 
Berdasarkan UU Desa, Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati. 
Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 UU Desa. Maka Desa berdasarkan  bab VIII 
pada bagian kesatu berkaitan dengan keuangan Desa, sumber pendapatan Desa dalam 
rangka menjalankan hak dan kewajibannya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan 
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dan kepentingan masyarakatnya. Sumber pendapatan desa sebagaimana dalam pasal 72 
UU Desa, ayat 1 Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) 
bersumber dari:  
a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, 
gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;  
b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 
c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; 
d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima 
Kabupaten/Kota; 
e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan 
Anggaran 
f. Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; 
g. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan 
h. lain-lain pendapatan Desa yang sah. 
 
Salah satu sumber pendapatan desa sebagaimana pasal 72 point b, pendapatan dana 
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negera (APBN) dan juga 
dalam poin c pasal yang sama sumber pendapatan lainnya adalah  Desa mendapatkan 
dari dana perimbangan kabupaten/kota.  Dana perimbangan ini akan diterima oleh 
desa paling sedikit 10% yang diterima oleh kabupaten/kota. 
 
Besarnya pendapatan yang diterima oleh Desa, berbanding lurus dengan kewenangan 
yang diterima Desa,
12
 dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan 
Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat 
Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. dengan 
bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia 
serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan 
sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan 
sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.  
 
Desa dituntun untuk memahami proses administrasi secara lebih kuat lagi berkenaan 
dengan pencairan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran Desa, Anggaran 
Dana Desa yang bersumber dari APBD kabupaten, mekanisme pengelolaan dan 
penggunaan akan diatur oleh peraturan kepala daerah. Sementara Dana Desa yang 
berasal dari APBN akan ditransfer oleh pemerintah pusat melalui APBD 
kabupaten/kota yang selanjutnya akan ditransfer ke APB Desa. Mekanisme pencairan 
Dana Desa diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa 
Yang Bersumber Dari APBN, sementara teknis penyaluran Dana Desa diatur oleh 
peraturan kepala daerah setempat.  
 
Disisi yang lain, sumber pendapatan desa bisa bersumber dari Aset Desa yang dikelola 
oleh Desa, penjelasan terkait Aset Desa ini sebagaimana dalam Bab VIII, pada bagian 
kedua UU Desa, ada dua pasal yang menjelaskan tentang Aset Desa. Desa memiliki 
Aset yaitu barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau 
diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau 
perolehan hak lainnya yang sah
13
. Hadirnya UU Desa mengembalikan semua hak Desa 
yang berkenaan dengan Aset Desa, kekayaan yang menjadi milik desa dilakukan 
                                                 
12 Kewenangan Desa pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 47/2015 perubahan PP No.43/2014. 
13
 Lihat UU Desa Bagian kedua Aset Desa pasal 76-77.  
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sertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.  Dalam Pengelolaan Aset Desa harus 
mengedepankan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan 
efesiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Pengelolaan Aset Desa 
dikelola oleh Kepala Desa dan BPD, dengan bertujuan untuk meningkatkan 
kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.  
 
Lebih spesifik mengenai aturan tentang pengelolaan Aset diatur oleh Peraturan Menteri 
Dalam Negeri No.1/2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Pengelolaan Aset Desa 
sebagaimana pasal 7 dijelaskan dalam peraturan tersebut meliputi: perencanaan, 
pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, 
pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan 
Pengendalian.  
 
Prosedur Penerimaan Anggaran Desa Yang Tidak Seragam 
 
Pemerintah Desa yang menjadi objek penelitian dalam studi ini sudah menerima ADD 
dan DD,  bahkan sebelum adanya UU Desa, Hadirnya UU Desa telah memperkuat 
keuangan Desa pada alokasi ADD dengan adanya ketentuan ditetapkannya sebesar 10% 
dari dana perimbangan pemerintahan pusat dan daerah yang diterima masing–masing 
Pemerintah Kabupaten.  
Pengaturan mengenai proses penyaluran dana, sebagaimana telah diatur oleh PP 
43/2014 jo 47/2015 pasal 98 tentang penyaluran ADD dan bagi hasil pajak 
mekanismenya akan dilakukan oleh peraturan kabupaten/kota. Studi ini menemukan 
mekanisme pencairan ADD di masing-masing daerah (kabupaten) berbeda. Di 
kabupaten Kebumen, mekanisme pencairan dilakukan dalam 2 tahap, sementara di 
kabupaten Bantul pencairan ADD dilakukan bisa dilakukan setiap bulan, sementara di 
kabupaten Siak pencairan ADD dilakukan dalam 3 tahap.  
 
Proses  penyaluran ADD ke desa, setiap daerah (kabupaten) terlebih dahulu 
melakukan verifikasi atas dokumen yang diajukan oleh desa, tugas verifikasi tersebut di 
delegasikan kepada kecamatan, pemerintah desa akan menerima pencairan ADD jika 
sudah menerima rekomendasi dari kecamatan. Dari mekanisme pencairan yang 
dilakukan oleh masing-masing kabupaten, pemerintah desa merasakan beberapa 
kendala, yaitu: 
1. Pemerintah Desa menilai verifikasi yang dilakukan oleh camat dan timnya memakan 
waktu dan tidak konsistennya kecamatan dalam memberikan catatan terhadap 
dokumen desa. (catatan sebelum dan sesudah direvisi oleh desa) 
2. Lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah kabupaten untuk melakukan pencairan dana, 
tidak memiliki ketersediaan dana yang cukup melakukan pembayaran ke desa, 
sehingga pembayaraan ke desa ada penundaan.  
 
Dari kendala tersebut, akan berdampak pada molornya waktu pencairan dana ke desa 
yang akan berdampak pada mundurnya pelaksanaan pembangunan di desa. Disisi lain, 
dari tahapan penyaluran yang dilakukan oleh kabupaten, desa sangat riskan mengalami 
keterlambatan pencairan/penerimaan ADD, Salah satu desa di Kabupaten Siak 
berinisiatif ketika menerima pencairan tahap 3 pada bulan Desember.  Inisiatif yang 
dilakukan adalah melakukan pinjaman ke toko bangunan untuk menyediakan bahan 
bangunan, hal ini dilakukan untuk menghindari Silpa yang besar.  
 
Dari mekanisme transferan yang menggunakan persyaratan dokumen dalam 
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pengajuannya, salah satu desa di Bantul, mencoba memberikan pandangan lain tentang 
ADD yang merupakan dana transferan yang semestinya tidak memerlukan permohonan 
pencairan, karena itu merupakan hak Desa. Selama ini di Kabupaten Bantul menurut 
stakeholder desa, ADD tidak dimasukkan ke dalam rekening yang dikhususkan untuk 
Dana Desa. Tapi dimasukkan oleh pemerintah daerah dalam rekening Bansos, sehingga 
mekanismenya perlu mengajukan dana. Penerimaan model ini akan memberatkan 
pembayaranan operasional kantor, sementara ADD merupakan dana transferan Desa 
yang dititipkan di pemerintah daerah. namun demikian Panggungharjo selalu mengikuti 
norma yang sudah ada.  
 
Desa dalam objek studi menerima DD transferan dalam 3 tahap sesuai dengan PP 
60/2014. Pemerintah kabupaten telah mengatur proses penyaluran DD melalui 
peraturan kepala daerah tentang DD. Dalam proses penerimaan DD, APB Desa akan di 
evaluasi kesesuaiannya dengan dokumen perencanaan desa oleh kecamatan. Informasi 
mengenai pencairan DD akan diterima oleh pemerintahan desa, diterima dari 
kecamatan baik melalui telepon maupun saat sosialisasi peraturan kepala desa.  
 
Waktu Pencairan Yang Tidak Sama 
 
Selain proses administrasi yang dihadapi oleh desa, kendala dalam menerima ADD dan 
DD, proses pencairannya tidak dalam waktu yang bersamaan, sehingga pemerintah 
desa setelah menerima salah satu sumbder dana maka harus mempersiapkan dokumen 
untuk mendapatkan sumberdana lainnya.  Kondisi ini menjadi kendala karena desa 
akan disibukkan dalam pengurusan administrasi untuk pencairan dan laporan realisasi 
kepada kecamatan/kabupaten.   
 
Sementara kita ketahui, proses pencairan ADD diserahkan kepada pemerintah daerah 
melalui peraturan kepala daerahnya, sebagaimana dituturkan diatas, mekanisme 
pencairan ADD ada yang dilakukan pertiga bulan ada yang perbulan. Maka dapat 
dibayangkan jika penyaluran ADD dilakukan setiap bulan oleh pemerintah daerah.  
 
Signifikansi Peran Camat Dalam Pembangunan Di Desa 
 
Kecamatan berdasarkan UU No.23 tahun 2014 merupakan bagian dari perangkat daerah 
kabupaten kota yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan 
pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/keluarahan. 
Kecamatan dibentuk oleh Peraturan Daerah Kabupaten/kota, dan Kecamatan dipimpin 
oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris Daerah. 
 
Peran camat sebagai kepanjangan tangan bupati/walikota sangat signifikan dalam 
pembangunan desa, hal ini dikarenakan karena mandat yang diberikan PP 43/2014 jo 
47/2015 sebagai aturan organik UU Desa meminta camat melakukan tugas-tugas yang 
dimandatkan kepada bupati/walikota sebagai struktur pemerintahan terkecil
14
. Camat 
terlibat dalam tatakelola pemerintahan desa mulai pemilihan perangkat Desa, evaluasi 
APBDesa, pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan Desa.  
 
Pada bagian keuangan desa peran camat sangat kuat, karena dapat menentukan arah 
                                                 
14 UUD 45, pasal 18 amandemen II 
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pembangunan dan proses pembangunan. Dalam peraturan kepala daerah di 
masing-masing kabupaten lokasi studi, menempatkan kecamatan sebagai verifikator 
dan evaluator terhadap dokumen yang disampaikan oleh desa baik saat pengajuan 
pencaian maupun pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.  
 
Sebagai verifikator dan evaluator, kecamatan tidak memiliki instrumen atau pedoman 
dalam melakukan tugasnya, sehingga mekanisme yang dilakukan “serabutan” dalam 
memberikan catatan terhadap dokumen desa, sebagaimana kendala yang dirasakan oleh 
desa diatas. Kabupaten dalam mendelegasikan tugas ke kecamatan tidak dibarengi 
dengan pemberian pedoman  dalam melakukan verifikasi dan evaluasi dokumen 
pemerintah desa, maka proses yang selama ini menjadi kendala baik itu oleh pihak 
kecamatan maupun oleh pemerintah desa sendiri. Sebagai penerima tugas pembantuan 
dari kabupaten, kecamatan seharunya diberikan surat penugasan guna memperkuat 
kewenangannya oleh  pedoman dalam menjalankan tugasnya. Selain itu perlu 
diperjelas pembagian tugas dalam  mekanisme dalam penyaluran ADD dan DD antara 
dinas yang menangani keuangan daerah, pemerintahan desa dan pemerintah desa 
sendiri. 
 
Beragam Upaya Dalam Menggali Usulan Pembangunan Masyarakat 
 
Dalam studi ini, desa sangat fokus pada ketentuan peraturan yang berkaitan dengan 
penyusunan dokumen perencanaan RPJM Desa sebagai dasar dalam penyusunan RKP 
Desa (rencana tahunan), RKP Desa tidak bisa jauh dari target yang sudah ditetapkan 
dalam RPJM Desa. usulan program kegiatan tahunan menyerap usulan dan masukan 
dari masyarakat di tingkat dusun. Kendati demikian, usulan  namun pelaksanaan 
prioritas kegiatan tetap mengacu pada target tahunan yang sudah tertuang RPJM Desa.  
 
Dalam proses perencanaan pembangunan desa, mekanisme penggalian usulan 
masyarakat lebih dominan seperti biasa, dengan cara mengundang masyarakat ke 
kegiatan musdes, namun ada variasi model yang dilakukan oleh Desa Panggungharjo 
dalam menggali usulan pembangunan dari masyarakat, yaitu: 
1. Tahun 2013 dilakukan pola pra musrenbangdes untuk mengumpulkan usulah dari 
tingkat dukuh  
2. Tahun 2014 diskusi sektoral dengan mengundang stakeholder untuk dijadikan 
acuan 
3. Tahun 2015, pemerintah desa mempersiapkan isu strategis dan daftar kegiatan 
indikatif  sebagai bahan diskusi dengan masyarakat. 
 
 
Penataan Dan Pengelolaan Aset Yang Minimal 
 
Kepemilikan desa terhadap aset yang dimilikinya belum berbanding lurus dengan 
ikhtiar untuk menginventarisasi dan membukukannya dengan baik dan mudah diakses 
publik. Namun demikian pemanfaatan terhadap aset sudah dirasakan oleh pemerintah 
desa, baik itu manfaat dirasakan terhadap aparatur desa maupun masyarakat melalui 
masuknya pendapatan dari aset desa ke Pendapatan Asli Desa (PAD).  Desa yang 
memiliki aset desa sudah mampu memanfaatkan aset desa sehingga hasilnya 
dimasukkan dalam APB Desa, Di Berumbung Baru Aset Desa merupakan sumbangan 
terbesar terhadap PAD, demikian juga yang terjadi di Panggungharjo.  
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Dalam studi menemukan belum kuat upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten 
dan pemerintah desa dalam melakukan identifikasi aset dan tata cara 
mendokumentasikan aset berjalan stagnan alias tidak kemana-mana. Kesadaran tentang 
kekayaan aset tidak berbanding lurus dengan manfaat yang terus diambil oleh desa, 
proses melakukan identifikasi aset desa harusnya sudah dituliskan dalam data desa 
sebagai basis dalam penyusunan RPJM Desa. kondisi  ini mengindikasikan betapa 
kontrol dan fasilitasi pemerintah kabupaten/kota dan kecamatan terhadap persoalan 
penataan aset desa masih kurang.  
 
Kurangnya perhatian kabupaten/kota dalam upaya melakukan penataan aset desa, 
pendelegasian kabupaten/kota mesti jelas dalam memberikan arah dalam pemberian 
tugas kepada camat sekaligus petunjuk dalam pengelolaan aset, sehingga camat dalam 
pelaksanaannya memiliki dasar. Merujuk kedalam  UU No. 6 telah menjelaskan dalam 
ketentuan peralihan ayat (3) bahwa, Paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang 
ini berlaku, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Desa melakukan 
inventarisasi Aset Desa. Pemerintah kabupaten harus mengantisipasi dampak serius dari 
lalainya mereka terhadap penataan aset desa, maka inisiasi  
 
Salah satu tujuan pengaturan desa sebagaimana UU No. 6 pasal 4 point (d) adalah 
mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan 
potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama. Hal ini mengindikasikan bahwa aset 
desa merupakan modal dalam rangka membangun kesejahteraan bersama. Kuatnya 
saling ketergantungan antara masyarakat desa dengan lingkungannya, sehingga 
pembangunan kesejahteraan desa bisa dilihat dari sejauhmana penataan dan 
pengelolaan aset desa dimanafaatkan bagi kesejahteraan masyarakat.  
 
2.3. BADAN USAHA MILIK DESA ( BUM DESA) 
 
Praktek Pendirian Dan Karekteristik BUM Desa  
 
Praktek pendirian BUM Desa, dalam studi ini ditemukan beberapa latar belakang yang 
melandasi pendirian BUM Desa, pertama pendirian dilakukan karena adanya potensi 
yang ada di desa, kondisi ini ditemui di desa petanahan kabupaten Kebumen. Pendirian 
BUM Desa di dorong adanya sumberdaya alam (pohon kelapa) yang banyak tumbuh di 
desa, hal ini mendorong sekolompok mahasiswa yang sedang melakukan praktek 
belajar dengan fokus kegiatan pemberdayaan lingkungan masyarakat melalui 
pengolahan kelapa terpadu, di mana kelapa diolah menjadi VCO (Virgin Coconut Oil), 
air kelapa menjadi Nata De Coco, dan serabut kelapa menjadi Coco Fiber, pendirian 
diawali dalam bentuk koperasi.  
 
Kedua, pendirian BUM Desa dilakukan karena adanya situasi atau kondisi, hal ini 
terjadi di Pangguharjo dan Tirtonirmolo. Di Panggungharjo pendirian karena situasi 
desa yang banyak mengeluarkan sampah, maka pada tahun 2013 gagasan datang dari 
kepala desa untuk mendorong BUM Desa dengan jenis usaha pengelolaan sampah. 
Sementara di Tirtonirmolo dilatarbelakangi karena adanya gagasan memanfaatkan dana 
insentif dari Dinas Pemberdayaan Mayarakat Desa kepada desa, dana tersebut 
dikembangkan untuk membantu “memerangi” lintah darat dari pengusaha kecil yang 
membutuhkan modal usaha. Ketiga, pendirian BUM Desa dilatar belakangi adanya 
dorongan dari pihak supra desa (provinsi) yang mendorong usaha ekonomi desa, 
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dimana setiap desa mendapatkan dana hibah untuk mendirikan Usaha Ekonomi Desa 
(UED) di kabupaten Siak provinsi Riau.  
 
Pendirian unit usaha desa yang diinspirasi oleh permasalahan yang dihadapi desa 
seperti yang dialami oleh Panggungharjo dan Tirtonirmolo, karena menumpuk dan 
sulitnya pengelolaan sampah, keinginan membebaskan warga dari rentenir, atau juga 
karena adanya potensi desa seperti Petanahan dengan potensi kelapa.  Dilihat dari asal 
inspirasi dan gagasan dapat dibedakan dari internal desa dan dari eksternal. Gagasan 
yang berasal dari internal memiliki kecenderungan lebih kokoh, berdampak pada 
masyarakat banyak dan jaminan keberlanjutan.  Sedangkan yang berasal dari eksternal 
memiliki karekter kecenderung menurun dari sisi jumlah penerima manfaat serta 
membutuhkan dukungan keberpihakan pasar pada hasil olahan. 
 
Dari model pendirian yang mengedepankan potensi dan situasi/kondisi perkembangan 
modal terhadap unit usaha desa mengalami perkembangan, beda hal nya dengan unit 
usaha yang memang di support oleh supra desa. perkembangan modal berasal dari 
hibah dan pinjaman, namun jika unit usaha yang didorong dari meningkatkan benefit 
non profit butuh support dari pemerintahan desa seperti di Panggungharjo. Sementara 
jenis usaha yang mengedepankan profit seperti simpan pinjam di Tirtonirmolo sampai 
tahun 2016 telah memiliki modal sebanyak 11 milyar.  
 
Pemahaman Tentang BUM Desa  
 
Dalam praktek pelaksanaan BUM Desa, ditemukan kebingungan dari pengelola atas 
perubahan UED ke BUM Desa yang menunggu Peraturan Daerah seperti pengelola 
UED di Tortonirmolo, dan kebingungan pengelola atas status BUM Desa antara unit 
bisnis dan kewajiban mensejahterakan masyarakat, sebagaimana terjadi di 
Panggungharjo. Jenis usaha pengelolaan sampah lebih mengedepankan pelayanan 
(benefit) daripada profit.  Kondisi ini menyebabkan “keharusan subsidi” dari 
pemerintah desa kepada pengelolaan sampah.  Sedangkan untuk menaikkan tarif harus 
meminta persetujuan dari seluruh masyarakat pengguna layanan.  
 
Pemilihan jenis usaha dan ragam pengelolaanya akan menentukan karakter BUM Desa 
dilihat dari jumlah keterlibatan warga masyarakat dalam usahanya.  Point ini penting 
dibicarakan atau dimusyawarahkan oleh pemerintahan dan masyarakat desa mengingat 
tujuan pendirian BUM Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka 
sebaiknya lebih banyak melibatkan dan memberikan manfaat bagi warga masyarakat 
karena modal yang digunakan juga berasal dari uang masyarakat.  Pemahaman 
terhadap BUM Desa yang harus menghasilkan profit akan mengarahkan pada pilihan 
jenis usaha yang dapat menghasilkan keuantungan.  Hal ini akan menjadi trade off 
bagi keterlibatan dan partisipasi warga dalam pengelolaan dan manfaat dari usaha yang 
dipilih. 
 
Jika lebih dalam ditarik pada perbedaan antara BUM Desa sebelum dan sesudah UU 
Desa, maka UU Desa mengkonsepkan desa “hibrid” sebagai pemerintahan lokal 
sekaligus komunitas mandiri.  Sebagai komunitas mandiri maka masyarakat berhak 
mendapatkan akses dan manfaat dari BUM Desa yang didirikan.  Hal ini cukup 
berbeda jika desa hanya diposisikan sebagai pemerintahan lokal, maka pilihan usaha 
BUM Desa layaknya BUMD (tingkat kabupaten/kota) yang orientasinya adalah profit 
untuk menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
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Tahapan Dalam Melakukan Perubahan Unit Usaha Menjadi BUM Desa 
 
UU Desa menjadi daya dorong pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk 
membentuk BUM Desa sebagai unit usaha di desanya. Di daerah studi, ditemukan 
perubahan unit usaha seperti koperasi dan Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam 
(UED-SP) menjadi BUM Desa.  Pada proses perubahannya, terjadi sangat beragam di 
masing-masing desa. Misalnya perubahan dari USP (Unit Simpan Pinjam) menjadi 
BUM Desa karena intruksi dari Pemerintah Kabupaten (Tualang), Namun di 
Tirtonirmolo melakukan perubahan karena menunggu adanya Peraturan Daerah yang 
mengatur tentang BUM Desa. Sementara perubahan koperasi menuju BUM Desa di 
Petanahan dilakukan oleh pengurus koperasi karena alasan: (a) pengamanan asset 
bersama
15
, (b) kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa, (c) pengawasan akan lebih 
mudah, (d) administrasi BUM Desa lebih sederhana dibanding koperasi (yang ada 
simpanan pokok, simpanan wajib).    
 
Namun demikian patut dipertanyakan dari bentuk koperasi yang semula kepemilikian 
asset terbatas pada anggota menjadi dihibahkan kepada desa dan menjadi ases publik, 
apakah tidak ada reaksi dari anggota terhadap pelelsapan asset ini?  Ataukah karena 
sebagaian besar asset koperasi merupakan bantuan sepenuhnya, sehingga warga tidak 
mempertanyakan pelepasan kepemilikan ini.  Kasus yang lebih jelas ditunjukkan di 
Tualang yang modal awalnya merupakan bantuan pemerintah daerah.  Sedangkan 
Perubahan di Desa Tirtonirmolo yang menunggu Perda tentang perubahan LKM 
menjadi BUM Desa masih menunggu aturan.  Persoalan semacam ini juga terjadi pada 
UPK PNPM Mandiri Pedesaan.  Skema dana modal berasal dari Negara yang 
dihibakan keapda komunitas, setelah dikelola oleh komunitas dan sekarang menjadi 
asset yang terus berkembang mengalami kesulitan untuk melakukan perubahan menjadi 
BUM Desa. 
 
Pembinaan Supra Desa Berdasarkan Pendekatan Kegiatan  
 
Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten, dilakukan oleh instansi yang 
tidak saja memiliki tugas dan fungsi dalam pengembangkan masyarakat desa, namun 
juga dilakukan oleh instansi yang memiliki kegiatan yang bersinggungan dalam 
pengembangan usaha di desa. Di Petanahan pembinaan dilakukan oleh Dinas Pertanian 
dan Perkebunan kabupaten, dan juga Balai Pengkajian Tekhnologi Pertanian (BPTP) 
Jawa Tengah bersama Dinas Pertanian melakukan penilaian terhadap usaha pengolahan 
kelapa terpadu yang ditindaklanjuti dengan pendampingan untuk menentukan produk 
prioritas, serta dukungan dari instansi lain seperti Dinas Perdagangan, Kantor Usaha 
Kecil Menegah (KUKM). Sementara di Tualang, kabupaten memberikan tenaga 
pendamping untuk memberikan pendampingan terhadap kinerja BUM Desa dan 
menjembatani (menghubungkan) BUM Desa dengan kabupaten. 
 
Dengan belum fokusnya pembinaan dan mengembangkan usaha BUMDesa dalam 
mengolah produk yang dihasilkan sehingga belum ada kerjasama yang terbangun 
                                                 
15 Pengalaman selama ini aset-aset koperasi dikelola dan menjadi hak milik pengrajin. Jika kelompok pengrajin 
yang mendapatkan bantuan sudah tidak lagi berjalan, maka banyak aset-aset produksi yang hilang. 
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dengan langgeng, BUM Desa Pertanahan sudah melakukan kerjasama dengan PT 
Tropica Semarang yang akan membeli hasil produksi mampu memenuhi kuota yang 
dibutuhkan perusahaan sebanyak 2 ton, namun BUM Desa hanya mampu memenuhi 2 
kuintal, sehingga kerjasama diputus oleh pihak Tropica.  
 
Managemen Pengelolaan Yang Beragam,  
 
Dari BUM Desa yang menjadi objek studi, sangat beragam dalam pengelolaan 
manajemennya. Di Petanahan penetapan BUM Desa Penetapan BUM Desa (2012) 
tidak diikuti dengan perumusan AD/ART dan restrukturasi organisasi. Struktur 
kepengurusan masih menggunakan struktur koperasi, mayoritas anggotanya berasal dari 
BPD dan perangkat desa; komisaris (dijabat oleh kepala desa secara ex officio), 
manager (ketua BUMDes), bendahara, sekretaris, dan pembantu.
16
 Sementara di 
Pangguharjo pengelolaan sampah hanya ditangani oleh  tiga orang, yaitu kades beserta 
dua orang pengelola sampah. Oleh karena itu setiap pengambilan keputusan dan 
perencanaan pengembangan berada dalam keputusan kepala desa.  
 
Di Tirtonirmolo kepengurusan UED-SP dipilih melalui penunjukan langsung oleh 
kepala desa (1988-sekarang). Penggelola UED-SP juga memiliki jabatan dalam 
pemerintahan desa (kepala dusun, yang justru memberikan nilai tambah bagi UED-SP). 
Struktur kepengurusan dari 1998- 2016 tidak banyak mengalami perubahan dari awal 
pendirian; 1 orang mengundurkan diri, 1 orang lagi meninggal dunia. Penambahan 
personil dilakukan oleh ketua menunjuk kedua orang anaknya dan anak dari pengurus 
lainnya, tanpa melalui seleksi/ musyawarah desa, ataupun konsultasi dengan BPD 
dengan pertimbangan bisa bekerja dengan baik. Posisi kepala desa tidak secara jelas 
tugas dan tanggungjawabnya dalam pengelolaan UED-SP, tidak pernah menanyakan 
apapun terkait pengelolaan UED-SP itu sendiri. Walau demikian Kades tetap 
mendapatkan jatah bagi hasil dari sisa hasil usaha UED-SP. Rencana pengembangan 
UED-SP sepenuhnya berada di pengelola. 
 
Sementara di Tualang, pengelolaan dan pengembangan BUM Desa masih sangat 
tergantung pada arahan-arahan dan keputusan kepala desa, misalnya dalam terkait 
antisipasi kredit macet dalam proses pencairan dana pinjaman BUM Desa, 
pengembangan dari sisa hasil usaha untuk pembelian tanah untuk membangun gedung 
aula desa, dan pengembangan KUD rotan. BPD di Tualang juga berperan terutama 
dalam pengelolaan BUM Desa misalnya  jika terjadi tunggakan, ketua BPD turun 
langsung dalam memberikan teguran kepada peminjam yang menunggak. 
 
Dari manajemen yang beragam berdampak pada pola pertanggungjawaban yang 
berbeda dari masing-masing BUM Desa. laporan BUM Desa dibuat oleh pemerintah 
desa dan disampaikan kepada BPD dan ada sama sekali tidak membuat laporan, serta 
penyusunan laporan dibuat oleh pengelola setiap bulan lalu disampaikan ke kepala desa 
dan ditembuskan ke kecamatan dan kabupaten/ Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 
atau dengan kata lain bagi unit usaha yang diawal berbentuk UED, maka mekanisme 
pelaporan masih mengacu pada mekanisme lama (walaupun sudah menjadi BUM 
Desa).  
 
Kontribusi BUM Desa terhadap Pendapatan Asli Desa (PA Desa), tergantung orientasi 
                                                 
16 Disamping itu menunggu penetapan Peraturan Daerah untuk penyesuaian struktur.  
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pendirian, jika orientasi benefit yang dikembangkan, maka manfaatnya dirasakan oleh 
warga desa sebagaimana di Panggungharjo, namun UED-SP yang ada sudah walaupun 
tidak ada kewajiban untuk berkontribusi pada APB Desa. Selain itu, dari jenis usaha 
yang dikelola oleh BUM Desa akan ada dampak terhadap kondisi lingkungan yang 
perlu diantisipasi oleh pemerintah desa sebelum membentuk/mendirikan BUM Desa 
dengan jenis usaha dengan produk seperti “nata de coco” terhadap kondisi lingkungan 
sekitar.  
 
2.4. ACTIVE CITIZENSHIP 
  
Banyak pihak menilai bahwa dibukanya ruang partisipasi masyarakat yang sangat luas 
merupakan salah satu “kelebihan” UU No. 6/2014 tentang Desa dibanding UU 
sebelumnya yang pernah ada. Penilaian tersebut sangatlah berdasar mengingat terdapat 
sejumlah aturan yang memberi iklim makin makin kondusif bagi berkembangnya active 
citizen di desa pada aturan desa yang baru tersebut. Aturan dimaksud sebagaimana 
termaktub di dalam pasal 26 ayat (1), yaitu bahwa kepala desa bertugas 
menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan 
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dimana untuk pelaksanaan 
tugasnya tersebut di dalam ayat 4 butir p, kepala desa memiliki kewajiban untuk 
memberikan informasi kepada masyarakat Desa selain bahwa  warga desa memiliki 
hak untuk memperoleh pelayanan, menyampaikan aspirasi, memilih dan dipilih, dan 
mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan 
ketertiban. 
 
Aturan tersebut diperjelas di dalam pasal 27, yang menyebutkan bahwa dalam 
melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 26, Kepala Desa wajib memberi dan atau menyebarkan informasi 
penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir 
tahun anggaran. Kebijakan tersebut sangat membantu masyarakat untuk dapat 
berpartisipasi mengingat pengetahuan sebagaimana telah dijelaskan (Bab 1) merupakan 
prasyarakat yang perlu dimiliki agar seseorang dapat (mampu) berpartisipasi selain 
kesadaran dan komitmen serta akses kepada sumber-sumber kekuasaan (Etzioni, 1968). 
Dengan kebijakan tersebut masyarakat secara legal formal diberi ruang untuk dapat 
mengakses informasi yang dibutuhkan dengan mudah, karena UU menempatkan 
sebagai kewajiban kepala desa. Hal itu juga sebagaimana disebutkan di dalam anotasi 
desa, yaitu bahwa pengaturan hak dan kewajiban masyarakat desa memperkuat peran 
masyarakat desa sebagai subjek pembangunan di wilayahnya sendiri, sehingga 
pengaturan ini diharapkan dapat membuka ruang bagi masyarakat untuk menjadi active 
citizen, terutama dalam konteks pembangunan di wilayahnya.  
 
Bukan hanya itu, sebagaimana disebutkan dalam pasal 28, pelanggaran atas 
pelaksanaan kewajiban tersebut dalam pasal 26 ayat 4, memiliki konsekuensi hukum 
karena kepala daerah dapat dikenai sanksi. Bukan hanya sanksi administrasi 
sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) yaitu bahwa kepala desa yang tidak 
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal  26 ayat (4) dan Pasal  
27 dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis; 
kepala desa bahkan dapat diberhentikan sementara hingga pemberhentian tetap karena 
hal tersebut sebagaimana termaktub dalam ayat (2), yaitu dalam hal sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan 
 37 
pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.   
 
Selain membuka ruang yang luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi (terutama 
partisipasi pembangunan) melalui pewajiban pemberian informasi kepada kepala desa, 
akses informasi pada saat yang sama dijadikan sebagai hak masyarakat desa 
sebagaimana disebutkan dalam pasal 68 ayat 1 butir (a), yaitu bahwa masyarakat desa 
berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi 
kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, 
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Bukan hanya 
hak atas informasi, akan tetapi hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan 
seluruh kegiatan pembangunan desa (termasuk kegiatan pembinaan dan pemberdayaan). 
Bandingkan dengan bunyi pasal 203 ayat (6) yang mengatur hal serupa: Dalam 
perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan pengelolaan. 
 
Hal itu dipertegas di dalam butir (c), pasal dan ayat yang sama, yaitu bahwa masyarakat 
berhak untuk menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara 
bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan 
Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat 
Desa. Selain pasal 68 mengenai hal tersebut juga diatur di dalam pasal 82 (tentang 
pemantauan dan pengawasan pembangunan), termasuk tentang musyawarah desa (pasal 
54), terutama terkait dengan pelibatan unsur masyarakat desa dalam musyawarah desa, 
yaitu sebuah forum permusyawaratan untuk memusyawarahkan hal-hal yang bersifat 
strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 
 
Penguatan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk lain penguatan 
partisipasi masyarakat (secara tidak langsung) juga dapat ditemukan dalam UU Desa. 
Jika pada UU No. 32/2004 BPD mengalami “pelemahan”, diantaranya dengan 
perubahan istilah BPD dari Badan Perwakilan Desa menjadi Badan Permusyawaratan 
Desa (UU No. 22/1999) karena BPD dinilai terlalu banyak melakukan intervensi 
(melakukan politik praktis) kepada Pemerintah Desa, BPD kembali dikuatkan dengan 
memberi sejumlah kewenangan guna penguatan peran politiknya. Peran dimaksud 
sebagaimana disebutkan dalam pasal 55, yaitu bahwa BPD dapat melakukan 
pengawasan kinerja Kepala Desa.  
 
Fungsi-fungsi lain yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa 
bersama Kepala Desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa 
sebagaimana juga termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 
209, meski secara redaksional tidak berubah, secara substantif mendapat penguatan 
peran politik (penekanan bukan hanya pada aspek musyawarah akan tetapi juga pada 
peran politik seperti melakukan check and balances). Penguatan peran politik tersebut 
semakin jelas dengan ditetapkannya hak BPD serta hak anggota BPD (pasal 61 dan 62) 
selain juga diatur kewajiban dan larangan bagi anggota BPD. Diantaranya adalah 
bahwa BPD memiliki hak untuk mengawasi dan meminta keterangan penyelenggaraan 
Pemerintah Desa kepada Pemerintah Desa, selain hak untuk menyatakan pendapat dan 
mendapatkan biaya operasional. Penguatan peran politik tersebut juga tercermin dari 
pemilihan anggota BPD, yang pengisiannya kini ditekankan untuk dipilih secara 
demokratis (melalui proses pemilihan) meski tetap memperhatikan unsur keterwakilan 
dan bukan hanya melalui proses musyawarah. 
 
Terkait dengan peningkatan partisipasi sosial, hal tersebut diantaranya diatur dalam 
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BAB XII UU Desa mengenai penguatan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan 
Lembaga Adat Desa, yang menyebutkan bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) 
bertugas membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 
pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan 
masyarakat Desa (pasal 94 ayat 1). Dengan demikian LKD bukan hanya diposisikan 
sebagai mitra pemerintah (pasal 94 ayat 2), akan tetapi sekaligus diberi tugas dan 
tanggung-jawab untuk melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta 
merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan 
masyarakat Desa (ayat 3). Selain itu, dalam konteks pelaksanaan program dan kegiatan 
yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota, dan lembaga non-Pemerintah; pemerintah daerah diberi kewajiban 
untuk memberdayakan dan mendayagunakan LKD (pasal 94 ayat 1).  
 
Mengenai partisipasi politik,
17
 meski secara umum relatif tidak banyak berubah 
dibanding aturan sebelumnya, namun mendapat penguatan mengingat dalam aturan 
yang baru secara eksplisit disebut sebagai hak dan bukan hanya sebuah kegiatan rutin 
desa, sebagaimana tertera dalam pasal 68 ayat 1 butir (d), yaitu bahwa masyarakat desa 
berhak memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi Kepala Desa, perangkat Desa, 
anggota Badan Permusyawaratan Desa, atau anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa. 
Bukan hanya menegaskan bahwa dipilih dan memilih merupakan hak warga, aturan 
tersebut secara konkrit juga menjelaskan ruang-ruang partisipasi politik apa saja yang 
tersedia bagi warga desa (menjadi kepala desa, perangkat desa, anggota BPD, dan 
anggota LKD). Yang tidak kalah penting, aturan mengenai pelaksanaan kegiatan 
pemilihan diatur langsung di dalam undang-undang dan bukan dengan Peraturan 
Pemerintah sebagaimana sebelumnya (diatur di dalam PP 72 tahun 2005 dan Perda 
nomor 19 tahun 2006 tentang pilkades), sehingga kedudukannya secara hirarki hukum 
lebih kuat. Lebih lengkapnya hal itu termaktub di dalam pasal 203 UU No. 32/2004 
ayat (1) tentang pemilihan kepala desa yang berbunyi: Kepala desa sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 202 ayat (1) dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga 
negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur 
dengan Perda yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.  Serta pasal 210 ayat (1) 
tentang ruang politik warga desa untuk menjadi anggota BPD yang berbunyi: Anggota 
badan permusyawaratan desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang 
ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat (bukan pemilihan). 
 
Sedangkan mengenai partisipasi pembangunan, keberadaan musyawarah desa (musdes) 
yang meski secara praktek telah lama berlangsung di desa, kini mendapatkan penguatan 
secara formal dengan ditetapkan sebagai forum musyawarah tertinggi di desa dan 
ditetapkan pula agar pelaksanaannya dengan melibatkan masyarakat desa (unsur-unsur 
masyarakat desa) sebagaimana diatur dalam pasal 54.  Musdes diharapkan dapat 
menstimuli tumbuh dan berkembangnya proses pelibatan masyarakat yang lebih 
terstruktur, selain dengan harapan makin tumbuh dan berkembangnya iklim 
musyawarah mufakat dan yang pada akhirnya mendinamisasi proses demokratisasi 
yang berlangsung di desa. 
 
 
 
                                                 
17 Tentang definisi konseptual mengenai partisipasi politik, partisipasi pembangunan, dan partisipasi sosial lihat 
Bab 1. 
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Partisipasi Masyarakat desa dalam Praktek 
Partisipasi Sosial Warga Desa dan Transformasi Desa Menuju Kota 
 
Secara umum terdapat kekhasan praktek partisipasi sosial pada desa-desa yang diteliti, 
yang sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya desa tersebut. Untuk partisipasi 
sosial seperti mengikuti kegiatan-kegiatan sosial desa (gotong royong dan sejenisnya), 
meski berada dalam satu kabupaten, yaitu Kabupaten Kebumen, terdapat perbedaan 
yang sangat nyata. Warga Desa Petanahan dengan mata pencarian utama penduduk 
sebagai pedagang, relatif agak pasif. Kegiatan berdagang menyebabkan warga 
berkonsentrasi penuh mengurusi pekerjaan hampir diseluruh waktu (tidak ada hari libur, 
bahkan hari libur merupakan hari dimana kesibukan meningkat mengingat kegiatan 
berdagang mendapatkan peluang lebih besar pada saat tersebut). Hal ini sebagaimana 
diungkap para peserta FGD, yaitu bahwa banyak warga desa lebih sering membayar 
orang dari pada terlibat langsung dalam kegiatan sosial. Cara lain yang juga kerap 
dilakukan adalah dengan mengirim konsumsi untuk kegiatan sosial tersebut, terutama 
banyak dilakukan mereka yang sehari-hari bekerja menjual kue jajanan pasar. Tentang 
rendahnya keterlibatan warga dalam kegiatan sosial desa juga dibenarkan oleh 
perangkat desa, yang menyatakan bahwa tidak mudah bagi pemerintah desa 
menggerakkan warga dalam kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan mengingat 
kesibukan warga (berdagang). 
 
Rendahnya partisipasi sosial warga ini berimplikasi pada rendahnya pengenalan antar 
warga, mengingat intensitas interaksi mereka yang relatif rendah, yang terungkap 
dalam kegiatan FGD yang dilakukan untuk pelaku UMKM. Meski tinggal di satu dusun 
dan menggeluti usaha yang sama (kue jajan pasar, usaha yang banyak digeluti warga 
Petanahan), mereka ternyata tidak saling mengenal. Akibatnya, mereka tidak dapat 
saling berbagi akses dan informasi. Sebagai contoh meski salah seorang diantara 
peserta memiliki akses informasi dan dukungan ke kabupaten untuk pengembangan 
usaha yang dilakukan karena tingkat pendidikan relatif baik, informasi tersebut hanya 
sampai pada dirinya sendiri. Selain itu, meski sejak dulu warga Petanahan dikenal 
sebagai warga yang giat berdagang, karena pengelolaan bisnis dilakukan secara 
sendiri-sendiri (tidak berjejaring), kondisi mereka saat ini agak terpuruk. Mereka 
berhadapan dengan banyak pendatang yang berdagang di Petanahan namun dengan 
modal lebih besar dan pengelolaan usaha yang lebih profesional.  
 
Berbeda dengan kondisi di Desa Petanahan, partisipasi sosial di Desa Pejengkolan 
relatif tinggi. Warga bukan hanya mengenal satu-sama lain, bahkan mengenal dengan 
baik siapa warga “termiskin” di desa tersebut. Bukan hanya itu, warga terlibat dalam 
memutuskan bentuk intervensi apa yang akan diberikan pemerintah desa kepada 
keluarga miskin tersebut (lihat hasil wawancara dengan Kepala Desa Pejengkolan 
mengenai penetapan warga miskin dan program intervensi untuk warga miskin yang 
melibatkan warga secara maksimal). 
 
Kuatnya hubungan antar warga Desa Pejengkolan juga dapat dilihat dari masih 
eksisnya tradisi ritual desa hingga kini. Tradisi dimaksud diantaranya perayaan 
menjelang masa panen, perayaan untuk memberi penghargaan kepada ternak (usaha 
peternakan warga), serta kegiatan ritual terkait momentum ramadhan (awal ramadhan, 
nuzulul qur’an dan asyrul awakhir). Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ritual 
tersebut warga desa berkumpul bersama melakukan sejumlah aktifitas seperti membuat 
tumpeng, makan bersama, melakukan pawai keliling desa dengan mengucapkan 
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kalimat-kalimat tertentu sebagai doa dan pengagungan, membawa obor, dan lain-lain. 
 
Perbedaan partisipasi sosial Desa Petanahan dan Pejengkolan tersebut terjadi 
diantaranya karena karakteristik desa yang berbeda antara Desa Pejengkolan dengan 
Desa Petanahan. Desa Petahanan yang merupakan ibukota Kecamatan cenderung sudah 
meninggalkan sifat-sifat tradisionalnya, yaitu mata pencaharian penduduk umumnya 
berdagang dan pola hubungan telah berubah dari pola masyarakat gemeinschaft atau 
masyarakat paguyuban dengan ciri-ciri adanya hubungan emosinil yang kuat, bentuk 
hubungan yang tidak formal, berorientasi pada nilai, ada keinginan yang kuat untuk 
menjaga kebersamaan, dan lain-lain), menjadi pola hubungan gesselschaft (patembayan) 
dengan hubungan yang pragmatis, berorientasi ekonomi, dan cenderung formalistik.  
 
Hal ini berbeda dengan Desa Pejengkolan yang masih kuat kultur desanya. Desa 
Pejengkolan berada agak jauh dari Kecamatan (berbatasan dengan Prembun) dengan 
akses jalan yang masih belum memadai disejumlah titik (berlubang, jalan tanah, dan 
berbatu), dan akses angkutan umum yang terbatas hingga ke desa. Karena hal itu pula 
jarang terdapat penduduk pendatang di Desa Pejengkolan. Dengan mata pencaharian 
utama penduduk yang dominan sebagai petani (dan peternak), Pejengkolan memang 
bukan merupakan daerah tujuan migrasi penduduk dari wilayah lain. Mereka yang 
tinggal di Pejengkolan umumnya adalah warga setempat. Kalau pun ada pendatang, 
mereka datang ke Pejengkolah karena ikatan pernikahan (menikah dengan warga 
Pejengkolan). Ini pula sebabnya mengapa nilai-nilai lokal relatif masih terpelihara di 
Desa Pejengkolan hingga kini. 
 
Perbedaan serupa juga terjadi di Desa Panggung-Harjo dan Desa Tirtonirmolo, meski 
tidak se-ekstrim Desa Petanahan dengan Pejengkolan. Desa Panggungharjo yang 
letaknya berbatasan langsung dengan Kota Jogjakarta, sudah kehilangan sifat desanya 
yang ditandai dengan rendahnya partisipasi sosial warga. Kegiatan sosial desa 
umumnya hanya diikuti oleh penggerak desa seperti kader PKK, pengurus RT dan RW, 
serta para anggota Lembaga Kemasyarakat Desa lainnya. Hanya saja berbeda dengan 
warga Desa Petanahan yang mata pencaharian penduduk umumnya berdagang, warga 
Desa Panggung-harjo umumnya pegawai (pemerintahan maupun swasta), buruh, 
termasuk guru dan atau pengelola di lembaga pendidikan baik di sekolah negeri 
maupun swasta, termasuk di pesantren. Pesantren Krapyak yang cukup dikenal luas 
dengan jumlah siswa yang cukup banyak misalnya, merupakan salah satu contoh 
lembaga pendidikan yang berada di Desa Panggungharjo. Masih ditemukan mereka 
dengan mata pencaharian sebagai petani, namun jumlahnya setiap tahun terus menurun.  
 
Hal itu setidaknya terindikasi dari luas area pertanian yang sangat minim di Desa 
Panggungharjo. Seperti yang terjadi dibanyak tempat, hal itu karena kegiatan pertanian 
kini dinilai tidak lagi menguntungkan seperti dulu, selain karena problem lahan 
pertanian yang semakin sempit. Sedangkan warga di desa Tirtonirmolo, selain bertani 
dan beternak, mengingat desa Tirtonirmolo diarahkan untuk menjadi tujuan wisata 
(kerajinan), warga desa juga banyak bekerja sebagai wiraswasta dengan memproduksi 
produk unggulan desa (diantaranya Emping dan Jamu). 
 
Untuk menjaga hubungan komunikasi antara desa dengan warga, Desa Panggungharjo 
lebih banyak memanfaatkan penggunaan IT (SMS Gate away) mengingat warga desa 
Panggungharjo umumnya melek IT selain buletin yang diedarkan dalam kegiatan sholat 
jumat. Adapun Desa Tirtonirmolo, lebih banyak mengandalkan komunikasi langsung, 
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diantaranya melalui kunjungan kepala desa dan perangkat kepada warga (dalam 
kegaitan pengajian maupun hajatan warga). 
 
Mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), secara umum LKD yang eksis di 
seluruh desa yang diteliti adalah LKD yang selama ini sudah ada di desa, yaitu RT, RW, 
PKK, posyandu, dan LKMD. Dibeberapa desa juga ditemukan LKD seperti Gapoktan, 
yaitu di daerah yang masih terdapat warga dengan mata pencaharian petani (termasuk 
petani peternak) seperti di Pejengkolan, Panggungharjo, dan Tironirmolo. DI 
Pejengkolan sebagai desa dengan kegiatan pertanian cukup dominan, selain Gapoktan 
juga terdapat Kelompok Tani Ternak, Kelompok Wanita Tani, dan Kelompok Wanita 
Tani Ternak. Meski nama berbeda, namun semua kelompok tersebut sesungguhnya 
serupa, yaitu merupakan bentukan Kementerian Pertanian. Perbedaan lebih karena 
perbedaan intervensi. 
 
Terkait LKD bentukan Kementerian Pertanian, karena kemunculan tak dapat lepas dari 
intervensi Kementerian Pertanian melalui program bantuannya (misal pemberian dana 
100 juta rupiah kepada petani yang membentuk kelompok untuk Gapoktan), orientasi 
mendapatkan bantuan dalam pembentukan masih cukup dominan ketimbang karena 
adanya kebutuhan dan inisiatif murni warga (cenderung top down). Karena hal itu 
paska intervansi tidak semua organisasi yang sudah dibentuk tersebut berkembang, 
kecuali di daerah yang memang benar-benar membutuhka kehadiran organisasi tersebut 
seperti di Desa Pejengkolan.  
 
LKD yang agak berbeda terdapat di Panggungharjo, yaitu PAKARTI (paguyuban RT) 
dan SAJADAH (perkumpulan guru-guru TPA dan TPQ). PAKARTI dibentuk karena 
adanya kebutuhan RT, yaitu untuk menggantikan peran dukuh mengingat keberadaan 
dukuh (dusun) sudah tidak ada di wilayah itu, karena itu pula kehadiran dan keberadaan 
lembaga cenderung elitis (lebih merepresntasikan kepentingan elit desa dalam hal ini 
para pengurus RT bukan untuk kepentingan real warga, yaitu untuk memudahkan 
kordinasi dan komunikasi). Berbeda dengan SAJADAH, yang dibentuk untuk 
kepentingan pengembangan profesi warga (di Panggungharjo).  
 
LKD yang cukup beragam juga terdapat di Pejengkolan. Selain LKMD, RT, RW, PKK, 
Karang Taruna, posyandu, serta Gapoktan dan organisasi turunannya yang serupa yaitu 
Kelompok Tani Ternak, KWTT (Kelompok Wanita Tani Ternak), dan KWT (Kelompok 
Wanita Tani); juga terdapat Kelompok Agrobisnis, TKP2KDes (Tim Koordinasi 
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Desa), KPAD (Kelompok Peduli Anak Desa). 
LKD terakhir merupakan bentukan program Save The Children yang pernah 
dilaksanakan di desa tersebut beberapa tahun silam, namun masih eksis dan dikelola 
baik hingga kini. Sedangkan TKP2KDes merupakan LKD yang khas eksis di Kab. 
Kebumen, yaitu karena TKP2KD Kab. Kebumen aktif membentuk dan 
mengembangkan institusi turunan lembaga itu di desa-desa di Kab. Kebumen. 
 
Terkait dengan salah satu tugas Kepala Desa memberdayakan LKD sebagaimana 
disebut di dalam pasal 26 ayat 4n, secara umum masih terfokus pada LKD lama seperti 
PKK, LKMD, RT, RW, termasuk Gapoktan dan lembaga turunannya. Untuk 
pemberdayaan kepada LKD yang muncul atas inisiatif masyarakat, peran tersebut 
masih perlu dikembangkan di semua desa. Sedangkan mengenai peran LKD dalam 
mempengaruhi kebijakan pemerintah, untuk LKD “lama” sudah cukup baik, meski 
peran mereka lebih banyak sebagai mitra pemerintah (sosialisasi kepada warga, 
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pelaksana kegiatan pemerintah) ketimbang perpanjangan tangan warga (menyerap dan 
menyalurkan aspirasi warga). Sedangkan untuk LKD yang relatif baru dibentuk, 
terlebih lagi dibentuk dengan inisiatif warga, peran-peran untuk mempengaruhi 
kebijakan meski belum maksimal sudah mulai terlihat. Misalnya SAJADAH yang 
memberi masukan peningkatan anggaran untuk kerohanian desa (Desa Panggungharjo). 
 
Partisipasi Pembangunan Warga Desa: Langgam Lama di Era Baru 
 
Keterlibatan warga dalam kegiatan perencanaan pembangunan hampir diseluruh desa 
sudah berjalan baik. Keterlibatan warga bahkan bukan hanya terjadi di level desa, 
bahkan sudah dimulai di tingkat RT, RW, berlanjut hingga ke dusun. Namun demikian 
warga yang terlibat umumnya masih didominasi kader-kader desa (pengurus LKD) dan 
belum menjangkau masyarakat desa secara keseluruhan.  
Sebagai contoh kasus di Desa Tirtonirmolo. Kegiatan musrenbang di desa tersebut tidak 
pernah diikuti kelompok pengrajin emping yang tinggal di sentra emping Dukuh Telaga 
Kenongo, meski mereka sebenarnya memiliki kebutuhan untuk dapat mengikuti 
kegiatan tersebut guna menyampaikan aspirasi untuk penguatan usaha UMKM yang 
sudah lama mereka lakukan. Jauhnya jarak Dukuh Telaga Kenongo yang merupakan 
lokasi sentra pengrajin Emping dengan Desa Tironirmolo, diduga merupakan salah satu 
penyebab mengapa warga tidak mengetahui kegiatan-kegiatan desa dan bahkan tidak 
mengetahui bantuan-bantuan apa yang dapat mereka peroleh dari pemdes (termasuk 
tidak mengetahui hak-hak mereka sebagai warga desa). Adanya alternatif lain (koperasi 
di dukuh) merupakan penyebab lainnya karena warga “merasa” tidak lagi perlu 
meminta bantuan kepada desa, bahkan tidak perlu mengikuti program desa (misalnya 
saja dengan meminta bantuan kepada UED sebagai lembaga bantuan keuangan yang 
disupport penuh bahkan berupakan bentukan desa). Tidak adanya pengetahuan warga 
dengan demikian masih menjadi faktor penghalangan warga untuk berpartisipasi dan 
tidak selalu karena keengganan warga. Selain itu adanya akses langsung ke Kabupaten 
menyebabkan relasi warga desa dengan pemdes menjadi “renggang” dalam artian 
kehadiran pemdes seolah tidak terlalu diperlukan (kasus Dusun Telaga Kenongo, Desa 
Tirtonirmolo). 
 
Kasus serupa juga terjadi di Petanahan. Kegiatan musrenbang masih didominasi 
keterlibatan LKD dan belum menyentuh warga secara umum. Kelompok UMKM yang 
sudah eksis lama mengembangkan usaha di Petanahan misalnya, tidak tahu apa-apa 
mengenai musrenbang sehingga tidak pernah berpartisipasi. Akibatnya aspirasi mereka 
tidak pernah sampai di ruang-ruang diskusi kebijakan desa dan pada akhirnya 
kepentingan mereka tidak pernah diakomodir dalam kebijakan desa.  
 
Partisipasi yang cukup luas (beragam) ditemukan di Desa Pejengkolan, yang mampu 
menghadirkan unsur-unsur warga yang lebih beragam untuk berpartisipasi seperti aneka 
kelompok tani dan ternak, kelompok miskin (di bawah kordinasi TKPK2Des), dan 
KPAD (kelompok Pemerhati Anak Daerah) tingkat Kelurahan/Desa, bahkan melibatkan 
anak-anak secara langsung (dalam proses awal musrenbang, yaitu saat dilakukan proses 
identifikasi kebutuhan warga terhadap pembangunan). Terkait peran TKPK2Des di 
Desa Pejengkolan hal tersebut erat kaitannya dengan peran TKPKD Kabupaten 
Kebumen yang terbilang aktif melakukan intervensi dan pendampingan 
program-program pendampingan kemiskinan, sedangkan KPAD Kelurahan/Desa sangat 
terkait dengan keberadaan KPAD Kab. Kebumen yang memiliki prestasi baik ditingkat 
nasional, yaitu empat tahun mendapat penghargaan nasional berturut-turut dan meraih 
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predikat sebagai Kota Layak Anak. Selain itu peran aktif dari NGO (FORMASI) yang 
menjadikan Desa Pejengkolan sebagai Desa dampingannya juga tak dapat diabaikan.  
 
Desa lain yang juga mampu memunculkan keterlibatan aktor-aktor baru yang lebih 
beragam dari unsur masyarakat untuk berpartisipasi adalah Desa Panggungharjo, meski 
tidak se”ramai” Desa Pejengkolan. Diantaranya dengan hadirnya SAJADAH, yaitu 
persatuan guru-guru TPA dan PAUD, yang mampu mendesakkan usulan program dalam 
musrenbang. Sebagaimana halnya Pejengkolan, faktor yang berperan dalam 
kemunculan aktor baru yang lebih bottom up tersebut diantaranya terkait dengan 
pengetahuan kepala desa dan komitmen kepala desa terhadap perubahan. Jika Desa 
Pejengkolan hal itu karena Kepala Desa Pejengkolan aktif mengikuti kegiatan Sekolah 
Desa yang diselenggarakan FORMASI yang memungkinkan dirinya berkomunikasi 
dan berdiskusi mengenai berbagai hal mengenai dinamika desa, Kepala Desa 
Panggungharjo karena yang bersangkutan kini tengah menuntut pendidikan paska 
sarjana pada jurusan pemerintahan selain bahwa yang bersangkutan aktif 
berkomunikasi dengan berbagai NGO yang concern pada isu-isu pemerintahan dan 
desa (diantaranya IRE). 
 
Partisipasi aktif warga dalam tahap pelaksanaan pembangunan terlebih lagi pada tahap 
evaluasi pembangunan umumnya juga masih didominasi keterlibatan LKD (LKD 
tradisional seperti PKK, RT, RW, LKMD) dan belum menyentuh masyarakat secara 
luas. Karena hal itu tak berlebihan untuk mengatakan bahwa dalam hal partisipasi 
warga desa dalam pembangunan, meski ruang-ruang partisipasi disediakan secara luas, 
prakteknya masih didominasi oleh langgam lama. Faktor ketidak-tahuan warga lagi-lagi 
menjadi penyebab, sehingga sosialisasi ruang-ruang partisipasi warga dalam 
pembangunan sedianya perlu terus digelorakan dan hal itu tampaknya tidak dapat 
sepenuhnya mengandalkan pemdes terlebih lagi kepala desa.  
 
Tentang problem ketidak-tahuan warga yang menjadi problem krusial dalam partisipasi 
pembangunan, hal ini perlu diatasi mengingat meski UU Desa menjadikan informasi 
sebagai hak warga bahkan dalam porsi yang demikian besar, akan tetapi prakteknya 
tidaklah mudah. Warga desa belum memiliki kesiapan untuk secara aktif mendesakkan 
haknya. Selain itu, sosialisasi UU desa masih perlu intensif dilakukan mengingat 
kebijakan dalam UU Desa tersebut tidak banyak diketahui warga desa. Problemnya 
kemudian, siapa yang bertanggung-jawab melaksanakan? Pemdes, pemerintah pusat, 
atau siapa? Jika sosialisasi tidak dilakukan, hak yang demikian besar yang diberikan 
pada warga untuk berpartisipasi sebagaimana diatur di dalam UU pada akhirnya tidak 
akan berbuah apa-apa, termasuk tidak akan mampu mendorong terwujudnya active 
citizen.  
 
Tentang musdes, secara umum pelaksanaanya masih didominanasi untuk 
agenda-agenda rutin desa seperti perencanaan pembangunan (penetapan APBD) dan 
belum banyak dijadikan sebagai saluran musyawarah dan mufakat desa yang 
sesungguhnya. Begitu pula dengan pihak-pihak yang terlibat dalam musdes, relative 
masih didominasi oleh keterlibatan aktor-aktor “lama” dan kehadiran unsur-unsur 
warga desa belum nampak signifikan. Hal ini nampaknya terkait erat dengan usia 
regulasi yang masih sangat dini, yaitu satu tahun lebih, sehingga substansi musdes 
belum banyak dipahami, dan yang pada akhirnya berpengaruh pada praktek 
pelaksanaannya yang masih sangat terbatas.  
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Tentang upaya kepala desa dan pemerintahan desa untuk mendorong dan memberi 
ruang bagi peningkatan partisipasi warga desa dalam pembangunan, hal itu diantaranya 
ditemukan di Desa Pejengkolan, dan yang sekaligus membawa desa ini menjadi Desa 
Teladan Nasional pada 2015. Pelibatan masyarakat bukan hanya dilakukan dalam 
proses perencanaan (musrenbang) sebagaimana yang banyak dilakukan di desa-desa 
lainnya, akan tetapi juga dalam pengambilan kebijakan strategis seperti penetapan 
warga miskin. Selain melakukan proses yang sudah ditetapkan oleh TKPKD Kab. 
Kebumen yaitu melakukan pendataan warga miskin ke rumah-rumah warga, Pemdes 
Pejengkolan mengambil inisiatif untuk melibatkan warga desa lebih “dalam” dengan 
memberi kesempatan kepada warga untuk memberi masukan (melakukan klarifikasi 
dan  atau penyanggahan) atas hasil inventarisasi data yang sudah dilakukan Pemdes.  
 
Dengan cara ini selain diperoleh daftar keluarga miskin Desa Pejengkolan yang lebih 
akurat, juga diperoleh komitmen warga yang lebih kokoh untuk bersama-sama 
membantu warga miskin tersebut untuk dientaskan dari kemiskinan mengingat daftar 
dan program pengentasan kemiskinan dirumuskan dan disusun bersama. 
Praktek-praktek menarik terkait hal tersebut diantaranya, terdapat kesukarelaan warga 
untuk memberikan bantuan-bantuan dari pemerintah pusat yang diterimanya kepada 
warga miskin yang telah ditetapkan bersama (raskin, BSM, PKH, BLT, dan lain-lain).  
 
Kesiapan warga untuk berpartisipasi dan pada sisi lain kesiapan untuk berkontribusi 
tersebut tidaklah terjadi dengan sendirinya dan tidak pula karena proses administratif 
semata, akan tetapi karena peran kepala desa yang secara rutin rajin menyapa dan 
“mendidik” warga melalui aneka penekatan mulai dari penggunaan SMS  (SMS 
gateaway) yang dikirimkan sang kepala desa kepada seluruh warga desa yang memiliki 
HP, komunikasi yang sangat intensif dalam berbagai forum pertemuan warga seperti 
pengajian, arisan, kegiatan rapat-rapat warga lainnya yang selalu ramai diikuti warga 
meski diselenggarakan malam hari karena pagi hingga petang digunakan untuk bekerja 
di sawah dan mengurus ternak, dan yang tak kalah penting, komunikasi juga dilakukan 
melalui kegiatan-kegiatan kultural desa seperti dalam kegiatan pawai selamatan ternak, 
aneka perayaan ritual saat Ramadhan, serta selamatan pada saat menanam dan panen.  
 
Komunikasi dalam kegiatan ritual desa dan dengan menggunakan symbol-simbol khas 
desa bahkan menurut penuturan kepala desa sangat efektif, mengingat momen-momen 
pertemuan dinilai sebagai momen sakral sehingga ada kesiapan lebih dari warga untuk 
mendapatkan arahan dan bimbingan. Hal lain yang juga perlu menjadi catatan, praktek 
baik juga dapat berkembang karena adanya proses pendampingan dari NGO 
(FORMASI) terhadap Desa Pejengkolan yang tidak dapat dipungkiri turut berkontribusi. 
Terkait hal itu proses pendampingan yang tepat nampaknya menjadi faktor yang 
penting dalam upaya memajukan desa, yang tidak selalu dilakukan oleh pendamping 
formal yang kerap kali lebih berorientasi pada pendekatan formal dan capaian formal 
sehingga cenderung bekerja sebatas tupoksi (bussines as usual) dan karenanya tak 
mampu menghantarkan pada lahirnya praktek baik (good practices), terlebih lagi best 
practices. Dengan kata lain terdapat perpaduan antara idealisme dengan teknik 
pendekatan pendampingan yang tepat, yang terbukti mampu melahirkan praktek baik. 
Hal lain yang menarik, meski praktek baik dilakukan dengan menggunakan pendekatan 
kultural, pada sisi lain pemerintah desa juga memperkenalkan dan mempraktekkan 
nilai-nilai baru kepada warga (transparansi, akuntabilitas, hak anak, profesionalitas, 
penggunaan IT, dan lain-lain); sehingga pada saat yang sama ada kesiapan warga untuk 
berdaptasi terhadap berbagai tuntutan perubahan yang terjadi. 
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Partisipasi Politik Warga Desa: Mendemokratisasikan Desa atau Mendesakan 
Demokrasi? 
 
Partisipasi politik warga dalam artian memberi peluang secara sama kepada warga 
untuk dapat dipilih secara adil dan transparan sebagaimana disebutkan di dalam pasal 
68 ayat 1 secara umum berkembang ke arah yang makin positif. Sebagai contoh 
tersedia ruang cukup luas bagi perempuan untuk dapat terpilih menjadi kepala desa 
(Kepala Desa Petanahan dan Pejengkolan adalah perempuan). Selain itu adanya 
orientasi warga untuk memilih calon yang merepresentasikan perubahan (tidak KKN 
misalnya), memberi ruang kepada pendatang baru yang sama sekali tidak pernah aktif 
dalam kegiatan desa untuk dapat terpilih menjadi kepala desa mengalahkan incumbent 
(contoh kasus Desa Panggungharjo, Pejengkolan, dan Petanahan). Hal ini juga 
menyebabkan kepala desa kini dapat muncul dari kelompok muda atau tidak harus 
berasal dari mereka yang secara turun temurun menjabat sebagai kepala desa atau 
perangkat desa. 
Antusiasme warga mengikuti pemilihan juga menunjukkan fenomena menggembirakan. 
Dalam kegiatan pendataan pemilih yang kini dikelola makin baik misalnya dengan 
adanya panitia yang mendatangi rumah-rumah bahkan memberi kesempatan kepada 
para perantau untuk ikut pemilihan, juga terdapat fenomena baru warga mendaftarkan 
dirinya secara mandiri sebagai pemilih, yang tampaknya merupakan imbas keriuhan 
kegiatan pilkada di ditingkat di atasnya (kabupaten/kota serta provinsi). Pelaksanaan 
kegiatan pilkades pun ada kecenderungan untuk mengikuti mekanisme pelaksanaan 
pilkada. Meski disatu sisi hal ini merupakan perkembangan positif partisipasi politik 
warga, dilain pihak dikhawatirkan dapat menghilangkan dinamika politik desa yang 
asasi, yaitu bahwa relasi kades dengan warga kini makin berorientasi pada relasi politik 
murni dan menghilangkan relasi hubungan-hubungan sosial antara warga dengan tokoh 
yang selama ini eksis. Praktek demokrasi di desa sedianya tidak mengcopy-paste begitu 
saja praktek yang terjadi di level di atasnya (pilkada ditingkat kabupaten, provinsi, 
terlebih lagi ditingkat pemerintah pusat), mengingat terdapat ke khas-an praktek 
demokrasi di desa yang sedianya tetap dipertahankan. Sebut saja misalnya relasi yang 
lebih berorientasi motif sosial dan bukan motif politik seperti kesukarelaan, 
kegotong-royongan, trust, kepatuhan. Hal ini berbeda dengan relasi politik dalam 
proses demokratisasi yang lebih berorientasi pada tiga hal seperti diungkap Dahl (1971) 
yaitu persaingan, partisipasi, dan kebebasan.  
 
Meski ketiganya tidak sepenuhnya negative, namun ketiga nilai tersebut juga 
menyimpan sisi-sisi negatif dan tidak sepenuhnya sesuai dengan kultur desa. Aspek lain 
yang juga perlu menjadi perhatiaan adalah bagaimana mempertahankan relasi yang 
lebih berorientasi pada kepentingan kelompok dan bukan kepentingan individu. 
Sebagaimana diungkap Peter Bachrach (1980:24-98), tujuan tertinggi dari demokrasi 
adalah suatu sistem pemerintahan yang memaksimalkan perkembangan diri setiap 
individu dimana kebebasan mutlak dijamin. Kehidupan desa dengan sifat guyub atau 
orientasi kelompok yang lebih dominan serta aspek kebebasan yang relatif tidak diberi 
ruang terlalu luas, perlu dipertimbangkan dengan cermat, sehingga proses 
demokratisasi yang ingin dikembangkan sedianya tidak menjadikan desa kehilangan 
sifat desanya. Terkait hal itu maka problem utama kita bukanlah sekedar 
mendemokratisasikan desa, akan tetapi juga bagaimana men”desakan” praktek 
demokrasi. 
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2.5. DESA ADAT  
 
Penetapan desa adat sebagai bentuk penataan desa adat, sebagaimana tercantum dalam 
pasal 97 ayat 1 UU No. 6 Tahun 2014, dapat dilakukan jika telah memenuhi tiga 
persyaratan, yaitu:  
a) kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih 
hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat 
fungsional;  
b) kesatuan masyarakat hukum adat beseta hak tradisionalnya dipandang sesuai 
dengan perkembangan masyarakat; dan 
c) kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
 
Ketiga persyaratan tersebut kemudian menjadi acuan bagi pemerintah Kabupaten/Kota 
guna melakukan identifikasi dan kajian atas kelayakan suatu masyarakat hukum adat 
atau desa untuk melakukan penataan desa adat. Namun, tenggat waktu penataan desa 
adat yang diberikan dapat dikatakan sempit, karena hanya tersedia waktu satu tahun 
sejak UU Desa disahkan pada tanggal 15 Januari 2014. 
 
Pada tanggal 15 Januari 2015, Pemkab Siak, melalui Perda Kab. Siak No. 2 Tahun 2015, 
berhasil menetapkan delapan desa sebagai desa adat, salah satunya adalah Desa 
Penyengat. Penetapan Desa Penyengat sebagai desa adat pada tahun 2015 oleh Pemkab 
Siak terkesan tergesa-gesa, mengingat Pemkab hanya memiliki waktu satu tahun sejak 
UU Desa disahkan. Aura kejar target tersebut sangat jelas terlihat pada rekomendasi 
desa adat yang diberikan oleh tim penetapan dan pembentukan kepenghuluan adat 
kepada Bupati Siak karena di dalam rekomendasi tersebut tercantum usulan untuk 
menunda pengubahan dua kelurahan, yaitu kelurahan Kampung Dalam dan Kelurahan 
Mempura menjadi desa adat. Penundaan tersebut dilakukan mengingat proses 
penetapan kelurahan menjadi desa adat harus melalui mekanisme dijadikan desa 
terlebih dahulu, sehingga akan memakan waktu yang lama.  
 
Berdasarkan PP No. 47 Tahun 2015, penataan desa adat seharusnya diatur dalam 
permendagri. Namun peraturan tersebut tidak kunjung dikeluarkan oleh Kemendagri, 
bahkan hingga awal tahun 2016. Oleh karena itu, guna menyiasati kekosongan regulasi 
untuk mengubah desa menjadi desa adat, pemerintah Kab. Siak menggunakan 
Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan hukum 
adat, di mana pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berada di bawah 
pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Jika waktu yang tersedia untuk melakukan 
penataan desa adat terbilang sempit dan belum memiliki dasar regulasi yang jelas, 
mengapa Pemkab Siak gigih memperjuangkan penataan tersebut?   
 
Ketergesa-gesaan Pemkab Siak dalam melakukan penataan desa adat didasarkan pada 
dua hal: Pertama, Bupati Siak melihat regulasi penataan desa adat sebagai peluang 
yang sejalan dengan agenda besar yang tercantum dalam visi misinya, yaitu menjadikan 
Kabupaten Siak sebagai daerah tujuan pariwisata, dengan jargon "Siak: The Truly 
Malay", di mana kebudayaan melayu menjadi daya tarik utama, termasuk di dalamnya 
adalah desa adat. Penataan desa adat yang berangkat dari agenda tersebut menunjukkan 
bahwa Bupati Siak masih menafsirkan 'adat' dalam arti sempit, yaitu sebatas kesenian 
tradisional, pakaian adat, dan benda-benda adat lainnya. Padahal, penetapan desa adat 
memiliki dampak langsung terhadap struktur pengaturan dan pemerintahan desa 
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tersebut.  
 
Kedua, Tim pembentukan dan penetapan desa adat yang dikepalai oleh ketua BPMPD 
dan memiliki anggota yang berasal dari beragam SKPD, bersama dengan DPRD dan 
LAM Kab. Siak, menyepakati bahwa tujuan utama dari ditetapkannya desa adat, 
sebagaimana tertera dalam Perda Kab. Siak No. 2 Tahun 2015 adalah untuk 
menghidupkan kembali peranan tokoh adat dalam tata kelola pemerintahan desa, serta 
menghidupkan kembali adat istiadat lokal yang tergerus dampak urbanisasi. 
 
Tujuan penataan desa adat sebagaimana disebutkan di atas, secara substansial, 
bertentangan dengan mandat UU Desa. Dalam UU Desa, penataan desa adat 
mengedepankan asas rekognisi, yang berarti mengakui kesatuan masyarakat hukum 
adat beserta hak tradisionalnya yang memang masih hidup dan sesuai perkembangan 
masyarakat, bukan revitalisasi. Namun, pemahaman penetapan desa adat sebagai upaya 
revitalisasi adat istiadat dan peranan tokoh adat dalam pemerintahan desa kemudian 
ditularkan kepada masyarakat desa Penyengat melalui sosialisasi pra-penetapan Desa 
Penyengat sebagai desa adat yang dilakukan oleh pemerintah daerah.  
 
Revitalisasi Adat 
 
Revitalisasi adat istiadat, tanpa perlu diragukan lagi, merupakan salah satu bentuk 
pemberdayaan (Henley dan Davidson, 2008).  Masyarakat adat yang sejak zaman 
Orde Baru tercerabut hak-haknya karena adanya penyeragaman struktur pemerintahan 
desa berskala nasional, secara tiba-tiba dikembalikan lagi, ditambah dengan 
kemungkinan bagi mereka untuk mengelola sistem pemerintahan desa berdasarkan 
susunan asli dan hukum-hukum adat yang masih berjalan. Namun, revitalisasi adat 
istiadat seringkali memiliki kecenderungan untuk menguatkan posisi politik para elit 
lokal saja (838: 2008). Dalam contoh kasus Desa Penyengat, sejak awal tahun 2015, 
pemerintahan desa hampir sepenuhnya berada di bawah komando sekdes karena setelah 
ditetapkan menjadi desa adat, Pemkab belum dapat menentukan mekanisme pemilihan 
kepala desa yang baru akibat terbentur regulasi turunan yang belum dikeluarkan oleh 
kemendesa, sedangkan penanggungjawab sementara kepala desa yang ditugaskan oleh 
kecamatan sangat jarang untuk turun langsung ke desa dan menjalankan tugas sebagai 
mana mestinya. Tetapi, menurut bendahara desa, peran sekdes tersebut hanya berada 
pada tugas-tugas administratif desa, sedangkan segala urusan terkait proses penetapan 
desa adat diserahkan sepenuhnya kepada ketua lembaga adat dan para tetua adat di 
desa. 
 
Praktek penetapan desa adat, meskipun secara resmi sudah tercantum dalam Perda Kab. 
Siak, baru sebatas status desa saja karena sistem pemerintahan yang digunakan masih 
mengacu pada sistem pemerintahan desa administratif yang selama ini dijalankan. Hal 
ini disebabkan Desa Penyengat beserta ketujuh desa adat lainnya di Kab. Siak belum 
mendapatkan kode desa adat dari Kemendagri. Belum turunnya kode desa tersebut, 
hingga pada awal tahun 2016, belum diketahui dengan pasti kendalanya. Meskipun 
begitu, BPMPD Siak mengambil inisiatif memerintahkan desa penyengat untuk 
memenuhi persyaratan administrasi seperti inventarisasi hukum-hukum adat yang 
masih berlaku. 
 
Inventarisasi hukum-hukum adat di Desa Penyengat sendiri pada dasarnya sulit untuk 
dilakukan karena masyarakat desa sudah tidak lagi hidup dalam batasan-batasan 
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hukum-hukum adat tersebut. Bahkan para tetua adatnya pun sudah tidak lagi 
mengetahui hukum-hukum adat apa saja yang pernah dan masih berlaku, serta di mana 
saja batasan-batasan tanah ulayat masyarakat Desa Penyengat karena memang 
masyarakatnya sudah tidak lagi hidup dalam batasan-batasan struktur hukum adat.  
 
Bahkan ketua lembaga adat yang dipercaya oleh sekdes dan para tetua adat pun 
mengundurkan diri karena merasa kesulitan dalam membuat inventarisasi hukum adat 
karena selain para tetua adat tidak tahu menahu hukum adat apa saja yang pernah dan 
masih berlaku kecuali tata cara pernikahan adat Suku Anak Rawa. Selain itu, para tetua 
adat pun tidak turut membantu pengumpulan hukum-hukum adat, sehingga ketua 
lembaga adat bekerja merasa bahwa dirinya bekerja seorang diri tanpa mendapatkan 
dukungan dari para tetua adat. 
 
Inventarisasi hukum-hukum adat Desa Penyengat yang seharusnya dikumpulkan ke 
BPMPD pada pertengahan tahun 2016 berakhir mangkrak. Namun para tetua adat tidak 
menyerah begitu saja, mereka tetap berusaha menggali ingatan mereka sendiri tentang 
hukum-hukum adat yang pernah berlaku di Desa Penyengat pada masa lampau. Usaha 
'penggalian ingatan' ini dapat berakhir pada dua invented traditions yang masih 
dipraktekkan masyarakat adat Penyengat hingga saat ini, yaitu adat upacara perkawinan 
dan perayaan hari ke-27 puasa yang dianggap sebagai hari datangnya arwah para nenek 
moyang untuk berkunjung ke anak cucunya. Inventing tradition sendiri merupakan 
proses formalisasi dan ritualisasi, yang dicirikan oleh rujukan kepada masa lalu, 
walaupun sekedar melalui upaya menghadirkan pengulangan-pengulangan tertentu 
(Hobsbawm dan Ranger, 1987). Selebihnya, berdasarkan hasil-hasil wawancara, para 
tetua adat disinyalir akan menuliskan hukum-hukum adat artifisial yang tujuannya 
hanya untuk memenuhi persyaratan administrasi saja. 
 
Praktek penetapan Desa Penyengat menjadi desa adat itu sendiri, sebagai bagian dari 
implementasi UU Desa di Kabupaten Siak, tidak terlepas dari perdebatan di kalangan 
masyarakatnya. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, perdebatan 
tersebut dipicu oleh beragam faktor, mulai dari ketidaksepahaman antar elit agama di 
desa atas peraturan adat istiadat tata cara perkawinan, penetapan yang dilakukan secara 
top down oleh supra desa yang terkesan mengabaikan kompleksitas dinamika politik 
dan sosial desa, hingga sentimen-sentimen antara orang asli dan para pendatang yang 
berakar pada sejarah Desa Penyengat. 
 
Namun sentimen-sentimen yang terdapat di antara orang asli dengan para pendatang 
tidak akan begitu berarti jika Desa Penyengat secara definitif sudah dapat memiliki 
sistem pemerintahan berdasarkan susunan asli. Para tetua adat tersebut, walaupun 
belum secara resmi duduk dalam sistem pemerintahan desa karena perubahan tata 
kelola pemerintahan desa adat di Desa Penyengat masih harus menunggu kode desa 
adat dari pemerintah pusat, mulai merencanakan tata kelola pemerintahan desa untuk ke 
depannya jika Desa Penyengat sudah dapat menentukan tata kelola pemerintahan 
mereka sendiri, yaitu tata kelola pemerintahan yang sepenuhnya diduduki oleh orang 
asli, tanpa satu pun campur tangan pendatang.  
 
Tindakan yang dilakukan oleh para tetua adat tersebut tidak terlepas dari upaya mereka 
untuk menebus ketidakadilan pada masa lampau dan sebagai cara untuk mendapatkan 
posisi yang menguntungkan dalam perebutan kekuasaan dalam skala desa. Selain itu, 
hal ini merupakan bentuk rasionalisasi atas eksklusi etnis dan justifikasi bagi kekerasan 
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etnis yang dimungkinkan oleh, sebagaimana disebutkan oleh Li (2008), adat sebagai 
basis bagi legitimasi politik dan organisasi 'cenderung untuk memberikan keistimewaan 
bagi para elit, terutama kaum laki-laki, yang memiliki dianggap memiliki kuasa untuk 
berbicara mewakili keseluruhan penduduk'.  
 
Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para elit desa dalam rangkaian prosedur 
penetapan desa adat bisa dikatakan sebagai contoh praktek-praktek baik yang terjadi di 
Desa Penyengat karena terdapat banyak upaya untuk memuluskan proses penetapan 
desa adat, seperti penginventarisasian hukum adat yang dilakukan oleh para tetua adat 
untuk mengisi tugas ketua lembaga adat yang mengundurkan diri dan merencanakan 
sistem tata kelola pemerintahan adat jika kode desa adat untuk Desa Penyengat sudah 
dikeluarkan oleh kemendagri. Hanya saja, praktek-praktek baik tersebut bukan berarti 
akan menghasilkan output yang baik karena penetapan Desa Penyengat sebagai desa 
adat karena bertentangan dengan asas rekognisi dan keberagaman yang menjadi 
landasan penyusunan UU Desa.   
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BAB III 
SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
 3.1. SIMPULAN 
  
Meskipun desa telah diberikan kewenangan luas oleh UU Desa untuk 
menyelenggarakan urusannya sendiri, namun dalam praktiknya kebanyakan dari desa 
yang diteliti masih cenderung tergantung dengan pemerintah kabupaten. Terkait dengan 
pelaksanaan demokrasi desa, ruang artikulasi warga masih belum difungsikan secara 
optimal. BPD, sebagai wahana representasi warga belum berperan secara optimal, serta 
tidak ada upaya untuk memperkuat peran-peran tersebut, baik dari BPD sendiri maupun 
oleh warga. Kewenangan desa untuk membentuk Perdes juga masih belum 
dimanfaatkan secara penuh. Tidak banyak perdes yang terbit, selain perdes-perdes 
utama seperti APBDes. Dengan kewenangan penuh semestinya makin banyak perdes 
yang diterbitkan karena konsekuensinya akan banyak urusan yang diatur oleh desa itu 
sendiri. Mindset kepala desa tampaknya sudah meunjukkan hal positif, dalam artian 
bahwa kepala desa sudah mulai membuka ruang demokrasi, namun demikian butuh 
keberanian untuk menjalankannya tanpa perlu kekhawatiran adanya intervensi dari 
pemerintah kabupaten.  
 
Rendahnya kualitas demokrasi berimbas pada kinerja pemerintah desa. Kinerja 
pemerintah hanya dipahami sebagai kinerja pembangunan secara fisik. Suara-suara dari 
warga terhadap kebutuhan pembangunan lain selain pembangunan fisik masih kurang 
diakomodir. Dalam kasus Panggungharjo, pembangunan yang dijalankan lebih 
cenderung karena kehendak dan inisiatif dari kepala desanya. Meskipun tetap mengacu 
pada kehendak warga yang disampaikan dalam Musdes, namun porsinya relatif kecil. 
Dalam konteks Panggungharjo, demokrasi justru diwujudkan melalui kinerja Pemdes. 
Kinerja pemerintah desa yang baik diharapkan mendapatkan kepercayaan warga, dari 
situ kesadaran warga terhadap demokrasi desa akan tumbuh. 
 
Desa menjadi topik yang sangat kuat baik di media, maupun pembicaraan masyarakat, 
topik yang dibincangkan terkait kesiapan desa dalam menerima dan mengelola dana 
desa yang diberikan oleh pemerintah pusat, karena hal ini baru terjadi sejak adanya UU 
Desa, dana desa sangat dibutuhkan dalam rangka membiayai kegiatan yang dibutuhkan 
oleh desa. Namun dalam proses penerimaan dana tersebut masih banyak mendapatkan 
catatan karena tugas delegasi yang diberikan oleh kabupaten kepada camat yang belum 
dibarengi dengan pemberian tugas dan petunjuk dalam melaksanakan tugas tersebut. 
Dominasi camat dalam menentukan arah pembangunan desa menjadi kuat ketika tanpa 
petunjuk yang diberikan oleh kabupaten/kota, sementara pembangunan desa merupakan 
pilar kemajuan bagi kabupaten/kota.  
Identifikasi dan dokumentasi terhadap aset desa menjadi sebuah keharusan, ketika aset 
desa diketahui maka kebijakan pembangunan bisa berpijak dan mengacu pada aset yang 
dimiliki desa, tanpa aset, maka desa terancam tidak berdaya. Ketidakjelasan aset akan 
membuat desa terus meraba-raba tentang kekayaan apa saja yang dimilikinya. Sehingga 
saat perumusan perencanaan pembangunan pengelolaan dan pemanfaatan terhadap aset 
tersebut tidak masuk dalam kerangka kerja desa, Maka saatnya pemerintah 
kabupaten/kota memfasilitasi dan memberikan pendampingan kepada pemerintah desa 
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dalam mengindentifikasi dan menemukenali serta mendokumentasikan aset yang 
dimiliki oleh desa dalam mencapai kesejahteraan bersama. 
UU Desa telah memberikan kewenangan atributif, dimana desa dapat mendirikan BUM 
Desa, sebagaimana dalam pasal 87 ayat (1). Sebagai penggerak ekonomi desa, BUM 
Desa diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
desa. Pendirian BUM Desa harus didasari dari tujuan pendiriannya, tujuan pendirian 
diharapkan muncul dari internal desa untuk menjawab potensi dan situasi yang dihadapi 
di desa, kondisi ini akan menjadi jaminan bagi keberlanjutan BUM Desa dimasa 
mendatang. Disamping itu, pendirian BUM Desa dengan jenis usaha tertentu harus 
memperhitungkan dampak lingkungan yang disebabkan dari usaha yang dijalankannya, 
jangan sampai berdalih meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa namun 
lingkungan desa tercemar dan kotor sehingga menimbulkan masalah.  
Dalam mendirikan BUM Desa sudah selayaknya memilih jenis usaha yang memiliki 
dampak pada kesejahteraan dan manfaat bagi masyarakat. Pengembangan BUM Desa 
dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan perkembangan usaha yang dijalani, 
terlebih jika BUM Desa tersebut diawal berbentuk koperasi ataupun UED. Namun 
perubahan yang dilakukan harus terperinci dan konsisten dilakukan agar BUM Desa 
tersebut bisa mandiri dalam mengelola usaha yang dijalankan. Sehingga dengan cepat 
bisa bersinergi dengan aturan BUM Desa (Peraturan Menteri Desa (Permendesa) dan 
UU Desa). Dimana kepala desa masih menjadi sentral, terlibat secara teknis maupun 
kebijakan BUM Desa, dan ada sebaliknya kepala desa tidak memperhatikan 
perkembangan BUM Desa-nya.  
Selain itu, perubahan yang dilakukan harus memperhitungkan keberlanjutan usaha yang 
sedang dijalankan oleh BUM Desa tersebut, di Petanahan setelah beralih ke BUM Desa 
telah menurunkan jumlah produksi pengelolaan kelapa yang pada akhirnya hanya 
melayani 3 rumah tangga pengrajin saja. Pemerintah desa sebagai pemilik modal BUM 
Desa harus berusaha meningkatkan produksi dari unit usaha yang dimilikinya dan 
menyusun strategi agar unit usaha jalan dan berkembang.  
Keberadaan UED-SP yang diatur oleh Permendagri No. 6 Tahun 1998 tentang UED-SP, 
tidak termasuk dalam unit usaha yang dibatalkan oleh Permendesa No. 4 tahun 2015 
pasal 34. Sehingga saat dipahami jika perubahan UED menjadi BUM Desa di 
Tirtonirmolo menunggu kehadiran Perda kabupaten yang mengaturnya, karena memang 
belum ada aturan yang memperjelas perubahan status. Sementara di Tualang Siak, 
perubahan terjadi karena ada arahan dari kabupaten. Perubahan UED menjadi BUM 
Desa belum merubah/menambah unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa, jenis usaha 
masih berkutat pada usaha simpan pinjam.  
Sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur  
dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya, dengan kata lain 
sebagai unit terkecil desa berhadapan langsung dengan kehidupan masyarakat, 
keberadaan masyarakat menjadi modal dalam pelaksanaan pembangunan desa. Upaya 
mengembangkan active citizen di desa ke arah yang makin progresif masih harus 
melewati jalan panjang. Meski melalui UU Desa ruang-ruang partisipasi telah dibuka 
lebar sehingga warga desa dapat lebih mengokohkan peran-perannya, namun 
pelaksanaannya tidaklah mudahDiperlukan sejumlah intervensi pendukung agar spirit 
kebijakan benar-benar dapat berbuah hasil yang diharapakan. 
Problem utama masih berada pada tataran sosialisasi kebijakan. Banyak kepala desa, 
terlebih lagi warga desa, yang tidak mengetahui (apalagi memahami) spirit baru yang 
hendak di endors UU tersebut. Hal ini menyebabkan aspek substantif UU terkait 
pengembangan active citizen di Desa gagal dipahami kepala desa dan aparatur desa 
terlebih lagi masyarakat desa. 
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Praktek baik dalam isu active citizen terjadi karena adanya peran sentral kepala desa 
sebagai aktor utama perubahan. Praktek tersebut dapat muncul dan berkembang karena 
adanya perpaduan aneka faktor mulai dari komitmen yang kuat kepala desa terhadap 
perubahan (dan keinginan untuk memajukan desa), kesiapan kepala desa dan perangkat 
desa untuk menerima dna mengembangkan nilai-nilai baru dalam pengelolaan 
pemerintahan desa (transparansi, penggunaan IT, profesionalitas, akuntabilitas, dan 
lain-lain), keteladanan aktor kepala desa sebagai pemimpinan sentral di desa, 
kemampuan kepala desa mengembangkan team work yang baik dilingkup 
pemerintahan desa, dan yang tak kalah penting, karena digunakannya pendekatan yang 
berkesesuaian dengan nilai-nilai lokalitas. Dengan cara ini orisinalitas nilai-nilai local 
dapat terjaga, meski perubahan ke arah perbaikan juga dapat diwujudkan.  
Selain itu, UU Desa bab XIII menjelaskan tentang ketentuan khusus desa adat, pada 
pasal 98 pemerintah dan pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melakukan 
penataan dan penetapan desa adat, dan pada Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 
pasal 28 ayat (2), memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah provinsi dan 
kabupaten/kota untuk mengubah status dari desa menjadi desa adat.  
Pemberian kewenangan tersebut menunjukkan bahwa proses yang desentralisasi di 
Indonesia berjalan dengan baik. Namun proses desentralisasi yang dilakukan, dalam 
kasus ini terkait penetapan desa adat, tidak dibarengi dengan pengarahan dan pedoman 
yang jelas dari pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan timbulnya 
konsekuensi-konsekuensi yang tidak diharapkan dari penerapan regulasi yang 
dilakukan oleh pemerintah pusat. 
Konsekuensi yang tidak diharapkan dalam kasus penetapan desa menjadi desa adat ini, 
adalah: a) Adanya salah penafsiran dari pemerintah daerah atas konsep rekognisi 
menjadi revitalisasi yang menjadi dasar pembentukan desa adat; b) Kekosongan 
regulasi tidak segera diantisipasi oleh pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah 
mencari celah untuk menggunakan regulasi lain agar target penetapan desa adat satu 
tahun setelah UU Desa diundangkan dapat tercapai,
18
 c) Proses penetapan yang bersifat 
top down. Padahal usulan atas perubahan status desa menjadi desa adat, harus 
berdasarkan prakarsa masyarakat yang bersangkutan melalui musyawarah desa, d) 
Proses indentifikasi cenderung disederhanakan ke dalam proses-proses yang bersifat 
administratif sehingga belum bisa merepresentasikan kompleksitas sosial dan politik 
yang terjadi di masyarakat. Penyederhanaan ini berpotensi berujung pada kekerasan 
etnis di kemudian hari. 
 
3.2. REKOMENDASI  
Dari hasil analisis terhadap 5 klaster isu desa yang ditekuni dalam studi ini, maka 
penyusunan rekomendasi disajikan dalam bentuk klaster, untuk memudahkan 
pengklasifikasian dan konsentrasi isu serta mengembangkannya dalam bentuk diskusi 
dan advokasi yang dibutuhkan.  
Tata Kelola Pemerintahan  
1. Pemerintah kabupaten hendaknya memberikan ruang yang longgar bagi desa untuk 
menjalankan pemerintahannya sendiri. Fungsi local self government semestinya 
hanya dipahami sebagai rambu bagi desa untuk tidak melanggar aturan yang lebih 
                                                 
18
 Dalam Peraturan Pemerintah No 43 jo No.47 pasal 28 menjelaskan tentang Ketentuan mengenai tata cara 
pengubahan status Desa menjadi Desa adat diatur yang akan diatur oleh peraturan menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.  Sampai saat ini peraturan 
tersebut belum lahir  
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tinggi, bukan dipahami sebagai kesempatan bagi pemerintah pusat/kabupaten untuk 
membuat banyak aturan yang justru mengekang kewenangan desa.  
 
 
2. Pemerintah pusat dan kabupaten hendaknya memberikan endorsement atau 
pernyataan penguatan kepada desa-desa yang telah cukup berhasil menjalankan 
kinerjanya sehingga dapat menjadi inspirasi dan teladan bagi desa-desa lainnya di 
Indonesia.  
 
3. Dari sisi pemerintahan desa, kepala desa semestinya memiliki inisiatif dalam proses 
pembangunan desa dengan tetap menyandarkan kepentingan “politik”nya kepada 
warga desa, bukan kepada pemerintah kabupaten. Mengutip Tania Li, kepala desa 
sebagai wali masyarakat hendaknya dapat menerapkan pembangunan melalui dua 
cara yaitu problematisasi dan teknikalisasi permasalahan. Problematisasi 
didefinisikan sebagai langkah pengenalan terhadap berbagai kekurangan yang 
perlu dibenahi. Sedangkan teknikalisasi permasalahan merupakan serangkaian 
praktik yang menampilkan urusan yang hendak diatur sebagai suatu ranah yang 
mudah dimengerti, yang tegas cakupannya, jelas ciri-cirinya, menentukan batas 
tepinya, agar nampak unsur-unsur di dalamnya, mengumpulkan informasi 
mengenai unsur-unsur tersebut dan mengembangkan teknik untuk menggerakkan 
kekuatan serta unsur-unsur yang telah ditampilkan tadi.
19
 Berbeda dengan 
“teknikalisasi pembangunan”, teknikalisasi permasalahan tetap mempertimbangkan 
unsur-unsur politik warga desa, dalam hal ini adalah aspirasi dan kehendak warga 
desa. Mengacu pada konsep tersebut, menurut kami kepala desa Panggungharjo 
telah menjalankan problematisasi dan teknikalisasi permasalahan dalam 
pembangunan di Panggungharjo. Terkait dengan problematisasi, Kepala Desa dapat 
mengidentifikasi persoalan yang perlu dibenahi. Menurutnya, Panggungharjo 
bukan termasuk desa yang memiliki banyak sumber daya alam, sehingga hal utama 
yang penting untuk diperhatikan adalah peningkatan kualitas sumberdaya 
manusia.
20
 Selain itu, kepala desa juga menengarai bahwa penerapan program 
jaminan sosial dari pemerintah seringkali salah sasaran, akibat dari kekacauan 
data.
21
 Berangkat dari problematisasi tersebut, Pemdes kemudian memberikan 
perhatian pada bidang pendidikan, kesehatan, dan jaminan perlindungan sosial 
sebagai urusan-urusan yang hendak diatur. Informasi yang diperlukan dalam 
mendukung pengaturan terhadap urusan-urusan tersebut diperoleh melalui 
penjaringan data melalui sistem informasi yang dikembangkan. Problematisasi 
tersebut yang kemudian menjadi dasar bagi kepala desa Panggungharjo dalam 
menjalankan berbagai program melalui teknikalisasi di segala sektor sebagaiman 
telah diungkapkan di atas.  
 
4. Sebagai unsur yang cukup strategis dalam menentukan kemajuan demokrasi desa, 
para anggota BPD perlu ditingkatkan kapasitasnya. Peningkatan kapasitas ini dapat 
dilakukan oleh pemerintah kabupaten melalui workshop dan pelatihan terkait 
dengan praktik penyelenggaraan demokrasi di tingkat desa. Dengan demikian 
peran kabupaten dalam melakukan pembinaan bukan saja hanya tertuju kepada 
                                                 
19  Tania Murray Li, “The Will to Improve: Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan di Indonesia” 
(terjemahan oleh Hery Santoso dan Pujo Semedi. Jakarta: Marjin Kiri, 2012).  
20 http://jogjadaily.com/2015/11/lurah-desa-panggungharjo-pemerintah-desa-efektif-bila-didukung-kepercayaan 
warga/ diakses 31 Mei 2016. 
21 Disampaikan dalam diskusi terbatas yang diselenggarakan oleh PATTIRO, 19 Mei 2016 di Jakarta.  
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pemerintah desa, tetapi juga kepada BPD. Selain itu, pembinaan kabupaten juga 
bukan hanya terkait dengan teknis-teknis pelaksanaan pembangunan tetapi juga 
menyangkut hal-hal yang bersifat lebih substantif, yakni demokratisasi desa. 
Campur tangan kabupaten dalam memperkuat kapasitas BPD ini terpaksa perlu 
dilakukan, mengingat secara faktual komunitas desa masih banyak bergantung 
pada peran kabupaten.      
 
 
Keuangan dan Aset Desa  
Rekomendasi pada klaster Keuangan dan Aset Desa, sebagaimana berikut: 
1. Pemerintah kabupaten/kota perlu mensinergikan penyaluran dana ke desa anatara 
DD dan DD, sehingga desa tidak disibukkan dalam pengajuan anggaran yang 
berbeda waktu, dan seyogyanya pemerintah desa di fasilitasi secara intensif dalam 
mengelola  pemerintahan desa.  
2. Pembangunan partisipatif adalah pembangunan yang mengakomodasi kebutuhan 
masyarakat desanya tanpa menjauhkan dengan rencana pembangunan yang sudah 
dibuat, perlunya pemerintah pusat, dan kabupaten/kota membuat pedoman teknis 
dalam melakukan musyawarah desa yang sinergi antara kebutuhan masyarakat 
dan target  rencana pembangunan desa.  
3. Keterlibatan camat dalam tatakelola pemerintahan desa mulai pemilihan perangkat 
Desa, evaluasi APBDesa, pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan 
Desa serta pengelolaan terhadap aset desa, sebagai kepanjangan tangan 
pemerintah kabupaten/kota maka sejatinya pemerintah kabupaten melakukan: 
a Penguatan terhadap sumberdaya manusia yang ada di kecamatan dalam 
menjalankan tugas yang di delegasikan  
b Pembinaan yang dilakukan camat harus berbasis output, agar kedepan tidak ada 
lagi persoalan administratif yang tidak dijalankan oleh desa terutama dalam 
penerimaan anggaran desa.  
c Pelaksanaan tugasnya camat harus dibarengi dengan kepastian tugas dan 
petunjuk dalam pelaksanaanya. Termasuk dalam melakukan evaluasi Peraturan 
Desa maupun APB Desa dan tugas lainnya untuk melakukan evaluasi, camat 
perlu memiliki panduan dalam melakukan evaluasi. Hal ini akan dapat 
meminimalisir “power” kecamatan saat menjalankan tugas dari 
kabupaten/kota. 
4. Pemerintah kabupaten/kota harus mempercepat melakukan inventarisasi aset desa 
sebagai agar desa dapat menggunakan dan memanfaatkan potensi yang ada dalam 
upaya mewujudkan kesejahteraan bersama masyarakat desa.  
 
Badan Usaha Milik Desa ( BUM Desa)  
Rekomendasi pada klaster BUM Desa, sebagaimana berikut: 
1. Sebagai pembina, pengawas dan evaluator terhadap BUM Desa, kabupaten/kota 
melakukan:  
a. Pembinaan secara bertahap dan kontinyu dalam mengembangkan BUM Desa 
serta memperkuat pemahaman pengelola terkait BUM Desa sendiri. 
b. Memiliki roadmap pengembangan BUM Desa di wilayahnya, dan menjadikan 
BUM Desa sebagai isu mainstreaming bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah 
(SKPD), sehingga terbangun kerjasama lintas sektor dalam mengembangkan dan 
memperkuat BUM Desa 
c. Penilaian secara berkala terhada BUM Desa yang mampu mencapai tujuan 
pendirian BUM Desa 
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2. Pendirian BUM Desa harus benar-benar lahir dari potensi dan situasi yang dihadapi 
oleh desa, bukan lahir karena factor eksternal. Karena hal tersebut menjamin 
keberlanjutan BUM Desa sebagai unit usaha dengan mengedepankan manfaat dan 
kesejahteraan bagi masyarakatnya, disamping itu, dalam pendirian BUM Desa 
pemerintah desa harus memperhitungkan dampak lingkungan yang akan terjadi dari 
usaha yang dijalankan.  
3. Pemerintah desa tidak terburu melakukan perubahan bentuk unit usaha yang sedang 
berjalan menjadi BUM Desa, dalam melakukan perubahan pemerintah desa perlu 
memikirkan dampak perubahan bentuk tersebut terhadap masyarakat yang menjadi 
anggota dan dampak lainnya yang ditimbulkan dari perubahan bentuk tersebut.   
 
Active Citizenship  
Rekomendasi pada klaster active citizenship, sebagaimana berikut: 
Perlu upaya lebih maksimal untuk meningkatkan intensifitas sosialisasi UU Desa, yaitu 
dengan melibatkan multi pihak dan dengan multi pendekatan, agar spirit (idealisme) 
dan substansi UU Desa dapat benar-benar sampai dan dipahami secara baik oleh 
seluruh pihak terkait di desa, termasuk warga desa sebagai target penting. Hal ini 
penting mengingat pengetahuan dan pemahaman merupakan landasan dasar bagi 
peningkatan kesadaran dan komitmen, yang pada akhirnya dapat mendorong terjadinya 
proses transformasi di desa kea rah yang makin progresif.  
Upaya pengembangan active citizenship yang diantaranya dilakukan melalui penguatan 
peran-peran politik warga desa dan BPD, meski merupakan langkah maju, hendaknya 
tetap dalam bingkai menjaga karakter dan sifat desa yang khas. Hal ini penting agar 
nilai-nilai kedesaan tidak tergerus oleh arus demokratisasi yang dalam banyak aspek 
belum tentu sesuai dengan nilai-nilai lokal. Penyesuaian proses demokratisasi dengan 
nilai-nilai kultural desa karenanya merupakan keharusan, yaitu sebagai upaya menjaga 
agar proses demokratisasi sebagai nilai baru agar tidak menghilangkan kearifan 
nilai-nilai lokal.  
Desa Adat  
Berdasarkan konsekuensi-konsekuensi yang telah dipaparkan pada bagian di atas, maka 
pada kluster ini, dapat disampaikan beberapa rekomendasi: 
1. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam melakukan penataan desa adat harus 
melakukan identifikasi terlebih dahulu, proses identifikasi melibatkan akademisi 
untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif atas dinamika sosial dan politik 
masyarakat serta melakukan pemenuhan prasyarat, sehingga identifikasi tidak 
hanya bersifat administratif. 
2. Adanya monitoring dan evaluasi dari pemerintah provinsi atau pemerintah pusat atas 
proses-proses penetapan desa adat. 
3. Pemerintah pusat segera menyusun regulasi turunan terkait pedoman penataan desa 
adat. 
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                       BAB IV 
 
PENUTUP 
 
Sebagaimana telah diuraikan pada Bab I, UU Desa semestinya memberikan peluang bagi 
desa untuk memiliki kekuatan (power) untuk mengatur urusannya sendiri. Hal ini karena UU 
Desa secara prinsip telah memberikan pengakuan atas kewenangan desa berdasarkan hak asal 
usul dan kewenangan lokal berskala desa. Namun demikian, berdasarkan temuan penelitian 
ini, power tersebut secara umum masih belum dimanfaatkan secara baik sehingga belum 
terwujud dalam bentuk inovasi yang berlandaskan pada capability to make different. Dalam 
praktiknya, pengaturan urusan desa masih banyak tergantung pada supra desa, dalam hal ini 
adalah pemerintah kabupaten. Kondisi ini mau tidak mau harus dihadapi sebagai konsekuensi 
dari konstruksi UU Desa yang menggabungkan fungsi desa sebagai self-governing 
community dan local self government. Hibriditas fungsi inilah yang menyebabkan 
kewenangan desa masih perlu mendapatkan campur tangan dari pemerintah kabupaten. 
Dalam hal ini, tampaknya fungsi desa sebagai local self government lebih menonjol 
dibanding dengan fungsi self-governing community.  
 
Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa peran pemerintah desa masih cukup sentral 
dalam praktik pengaturan urusan desa, sehingga segala hal yang terkait dengan inisiatif untuk 
pembangunan desa masih tergantung pada pemerintah desa, dalam hal ini adalah kepala desa. 
Merujuk pada proposisi Giddens sebagaimana diuraikan pada Bab I, pemegang power dalam 
hal ini adalah kepala desa. Demokrasi desa, salah satu substansi yang didorong juga oleh UU 
Desa belum terlihat secara jelas. Keaktifan warga (active citizen) lebih karena didorong oleh 
inisiatif oleh kepala desa dalam memberikan ruang bagi keaktifan warga tersebut. Namun 
demikian, keaktifan warga dalam hal ini juga masih terbatas pada keaktifan dalam kegiatan 
dan pembangunan desa, bukan keaktifan dalam proses pengawasan penyelenggaraan 
pemerintahan desa sebagaimana dimandatkan oleh UU Desa, sehingga keaktifan warga 
belum bisa dikatakan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan demokrasi desa.   
 
Terkait dengan demokrasi desa, BPD sebagai lembaga yang semestinya menjalankan fungsi 
check and balances juga kurang maksimal dalam menjalankan perannya. Power kepala desa 
yang relatif masih kuat dapat dikatakan sebagai akibat dari kurang berperannya BPD dalam 
mengaktualisasikan kekuatannya sebagai lembaga penyeimbang. BPD tampak seperti gagap 
dalam mengartikualiskan eksistensi dan fungsinya dalam kehidupan demokrasi desa, karena 
memang secara faktual sangat minim aturan supra desa yang mengatur peran dan fungsi BPD. 
Kebanyakan anggota BPD masih memaknai bahwa institusinya masih sebatas sebagai mitra 
kepala desa dalam menjalankan pembangunan, bukan sebagai lembaga pengawas yang 
seharusnya kritis. Demokrasi desa semestinya menjadi dasar bagi seluruh penyelenggaraan 
urusan desa, karena dengan pelibatan warga secara maksimal akan memperkuat posisi desa 
sebagai entitas yang memiliki kewenangan luas. Dengan demokrasi yang kuat, desa dapat 
menegosiasikan segala urusan dan kepentingannya dengan kepentingan supra desa, dengan 
demikian fungsi desa sebagai self-governing community akan semakin kuat.   
 
Secara keseluruhan studi ini dilakukan untuk melihat sejauhmana desa menjalankan 
urusannya sendiri sebagaimana dimandatkan oleh UU Desa. Karena memberikan fokus 
perhatian pada praktik-praktik desa dalam menjalankan urusan tersebut, konsekuensinya studi 
ini lebih banyak menggali data dari para pelaku urusan itu sendiri, dalam hal ini pemerintah 
desa dan perangkatnya, BPD, dan lembaga supra desa seperti kabupaten dan kecamatan. 
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Penggalian data dari para pelaku urusan ini lebih didasari pada keinginan untuk mendapatkan 
gambaran dari pengalaman yang dijalani mereka. Dengan mengambil sudut pandang para 
pelaku inilah, meminjam istilah Chambers studi ini terkesan mengalami bias personal.
22
 
Sehingga sebagai pihak luar, kami terkesan kurang peka untuk menangkap juga suara-suara 
dari warga desa itu sendiri.  
 
Ke depannya diharapkan dapat dilakukan studi lanjutan yang memberikan fokus pada 
dampak dari implementasi UU Desa bagi kehidupan warga desa sendiri. Melalui studi ini 
diharapkan akan digali data yang berasal dari warga desa, sehingga riset tentang 
implementasi UU Desa akan semakin lebih lengkap. Jika pada studi ini lebih mengungkap 
data berdasarkan pada pengalaman penyelenggara urusan desa, pada studi lanjutan nanti juga 
akan memaparkan data tentang pengalaman warga desa di bawah pengaturan UU Desa.  
 
                                                 
22 Lihat Robert Chambers, “Rural Development: Putting the Last First” (London, Lagos, New York: 
Longman, 1983). Di sini Chambers menyampaikan bahwa seringkali para praktisi pembangunan 
dan peneliti pada daerah pedesaan, yang pada dasarnya berasal dari luar (outsiders) seringkali 
terjebak pada bias-bias tertentu, salah satunya adalah bias personal. Bias personal terjadi karena 
para outsiders tersebut cenderung lebih memperhatikan kelompok elit di pedesaan sehingga 
gambaran tentang kondisi warga desa yang miskin dan rentan tidak tertangkap dengan baik.  
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